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ABSTRAK

Muliadi, Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai Bentuk Dukungan Terhadap
Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota
Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah) (dibimbing oleh Bapak Mahsyar dan
Ibu Hj. Sunuwati)

Penelitian Skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui Penerapan Fatwa DSN
MUI Nomor 83 tahun 2023 dan Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui
Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare serta untuk menganalisis
Pemboikotan Produk Pro Israel di kota Parepare ditinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah.

Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari Karyawan tempat dijualnya
produk pro Israel (KFC, Pizza Hut, Indomaret, Alfamart dan Penjual Campuran)
dengan Masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel di kota Parepare.
Sedangkan Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber data seperti skripsi,
jurnal, artikel, kepustakaan atau literatur yang terkait dengan penelitian ini. Dalam
Pengumpulan data dilakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari Penelitian ini bahwa: 1)Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83
tahun 2023 di Kota Parepare yaitu pada poin kedua ketentuan hukum; masyarakat
yang juga sebagai aktivis Kemanusiaan melaksanakan Gerakan Filantropi seperti
pendistribusian Zakat dan Infaq untuk kepentingan perjuangan warga palestina.
Masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan Filantropi ini dari berbagai kalangan,
ada muslim dan non muslim pun ada sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Pada
poin pertama rekomendasi; melakukan aksi penggalangan dana dan mendoakan
untuk Palestina. Pada poin ketiga rekomendasi; masyarakat melakukan pemboikotan
produk pro lIsrael. 2)Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan
produk pro Israel di Kota Parepare yaitu masyarakat berusaha semaksimal untuk
menghindari membeli produk pro Israel dan mencari informasi di media sosial terkait
daftar barang yang diboikot. Pemboikotan ini berdampak bagi Alfamart, Indomaret,
KFC, Pizza Hut dan Penjual Campuran. Harapan masyarakat dengan boikot ini agar
perekonomian Israel melemah, dengan lemahnya perekonomiannya, dana untuk
keperluan senjata militer juga berpengaruh, sehingga berhenti menyerang warga
Palestina. 3)Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro
Israel di kota Parepare sesuai dengan prinsip tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip
keseimbangan dan Prinsip Ta 'awun (tolong-menolong).

Kata Kunci: Pemboikotan, Dukungan, Perjuangan Palestina, Fatwa MUI,
Ekonomi Syariah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf
Nama Huruf Latin Nama
Arab
‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
= Ta T Te
< Sa S es (dengan titik di atas)
T Jim J Je
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
< Kha Kh ka dan ha
D Dal D De
8- Zal Z zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er
D Zai Z Zet
o Sin S Es
= Syin Sy es dan ye
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o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
= Ta t te (dengan titik di bawah)
= Za z zet (dengan titik di bawah)
< ‘ain ‘ koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
— Fa F Ef
Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
d Lam L El
S Mim M Em
Nun N En
3 Wau W We
- Ha H Ha
2 Hamza ’ Apostrof
h
¢ Ya Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,,).

b. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
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A Fathah a A

f Kasrah i |

5

‘ Dammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin | Nama
& - fathah dan ya’ A adani
5- fathah dan wau Au adan u

c. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
- | - fathah dan alif dan yd’ A a dan garis di atas
& kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
5 dammah dan wau U u dan garis di atas

d. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ¢@” marbutah ada dua, yaitu:

1).ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah [t].
2). tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbiitah diikuti oleh kata yang
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menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
tamarbiitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (= ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

f. Kata Sandang
Artikel dalam kerangka penulisan bahasa Arab diwakili dengan huruf J' (alif
lam ma‘arifah). Dalam panduan tafsir literal ini, artikel-artikel ditranskripsikan
tanpa mengejutkan siapa pun, al-, baik jika dibuntuti huruf syamsiyah maupun
huruf gamariyah. Artikel tidak mengikuti huruf yang langsung mengikutinya.
Artikel disusun secara independen dari kata-kata yang mengikutinya dan
diasosiasikan dengan garis mendatar (-).
g. Hamzah
Patokan untuk menafsirkan huruf hamzah menjadi tanda baca (*) hanya
berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun jika hamzah
berada di awal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam penulisan bahasa
Arab merupakan alif.
h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah, dan kalimat bahasa Indonesia yang belum dibakukan dalam
bahasa Arab dikenal dengan Kkata, istilah, dan kalimat bahasa Arab yang
ditransliterasi. Kata-kata, istilah-istilah atau kalimat-kalimat yang biasa dan
penting dalam jargon bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam karangan bahasa
Indonesia, atau biasa digunakan dalam jagat skolastik tertentu, umumnya tidak
disusun dengan strategi penafsiran literal di atas. Misalnya saja kata-kata Al-
Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, alhamdulillah, dan munagasyah. Meskipun
demikian, jika kata-kata ini penting untuk perkembangan jargon Arab, maka kata-
kata tersebut harus dieja secara lengkap. contoh :
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Frzilal al-qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-lafz la bi khusus al-sabab
i. Lafz al-jalalah (<)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzabh.

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital (All
Cover), namun dalam penafsiran harafiah huruf-huruf tersebut terdapat ketentuan
mengenai penggunaan huruf kapital dengan memperhatikan kaidah ejaan bahasa
Indonesia (EYD) vyang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan untuk
menyusun huruf utama nama sah (orang, tempat, bulan) dan huruf utama di awal
kalimat. Apabila kata sandang (al-) mendahului nama diri, huruf kapital digunakan
untuk huruf pertama nama diri, bukan huruf pertama artikel. Apabila berada di
awal kalimat, huruf A pada artikel menjadi kapital (Al-). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil
Inna awwala baitin wudi’a linnasi lalladht bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur’an
Nasir al-Din al-Tust
Abiui Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Mungiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Aba Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
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2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swi. . Subhanahiiwa ta’ala
Saw. o shallallahu ‘alaihi wa sallam
as. . ‘alaihi al-sallam
Hijrah
M : Masehi
SM . Sebelum Masehi

l. . Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
W. :  Wafat tahun

QS .../ .....4 . QSal-Bagarah/2:187 atau QS Ibrahinm/ ..., ayat 4
HR : Hadist Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. . Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang
editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik
untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed.

(tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan

dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis

Terj. . Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan
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Vol.

No.

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.

: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku
atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa

Arab biasanya digunakan kata juz.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja
mengatur hubugan manusia dengan tuhannya dalam bentuk ibadah tetapi juga
mengatur hubungan manusia dengan manusia yang di sebut dengan muamalah.
Manusia tetap berhajat satu sama yang lainnya, baik yang menyangkut hubungan
Ekonomi, Sosial, Politik dan lain sebagainya.

Muamalah adalah ilmu tentang hukum Syara yang mengatur hubungan
manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal,
hubungan tersebut sangatlah luas karena mencangkup hubungan antara sesama
manusia baik sesama muslim maupun non muslim. Muamalah di bolehkan selama
tidak ada dalil yang melarangnya dalil yang dimaksudkan bukan hanya dalil nash
tetapi juga berdasarkan argumen yang secara rasional dapat melarang terjadinya
muamalah tersebut yang disebabkan oleh adanya indikasi membahayakan dan
mudharat yang lebih besar.

Diantaranya prinsip Muamalah adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan
orang lain, setiap transaksi dan hubungan Perdata (Muamalah) dalam islam tidak
boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan
kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-
Dauquthni dan lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda : “artinya

janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”. dari hadist



ini kemudian di buatlah kaidah kulliyah yang berbunyi ”kemudharatan harus
di hilangkan”.!

Konflik Palestina-Israel kembali muncul?, hal ini dipicu oleh serangan Hamas
Palestina terhadap Israel di wilayah selatan jalur Gaza pada Sabtu 7 Oktober 2023.
Serangan diperkirakan terjadi untuk membalas berbagai tekanan dan serangan yang
dilakukan lIsrael terhadap Palestina selama bertahun-tahun. Penduduk Palestina yang
tinggal di jalur Gaza diketahui sering mendapat tekanan dari Israel, seperti blokade
bantuan internasional, pemutusan akses listrik dan air, dan tempat tinggal yang
kumuh.

Sampai dengan hari kel52 sejak 7 oktober 2023 jumlah warga sipil yang
meninggal mencapai 30.631 orang dan luka-luka 72.043 orang. Sebagian besar
korbannya anak-anak, wanita dan lansia. Sebagian besar masyarakat dunia
mengecam Israel dan menyebut Israel sebagai pelaku genosida.

Mahkamah Pidana Intemasional Menurut Pasal 21 Statuta, Mahkamah akan
menerapkan ketentuan hukum, termasuk sebagaimana disebutkan dalam ayat (1),
ketentuan Statuta:*

Statuta Ketentuan Statuta yang mengatur mengenai kejahatan terhadap
kemanusiaan diformulasikan dalam Pasal 7, sebagai berikut: Ayat (1). Menurut
Statuta ini, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari
perbuatan di bawah ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari serangan
yang sistematis dan meluas yang langsung ditujukan terhadap penduduk sipil :

a. pembunuhan;

! Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Amzah., 2010). h. 4

2 Trisnawati, “Boikot Dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-
Palestina.” journal of Economics Business Ethic and Science of History, 2. 3 (2024): 22.

® Te and Rekkedal, “Jurnal Hukum Human Te.”



b. pembasmian;

c. perbudakan;

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e. pemenjaraan atau pencabutan beberapa kebebasan fisik lainnya sebagai
pelanggaran terhadap aturan-aturan mendasar dari hukum intemasional,

f.penyiksaan;

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran yang dipaksakan, penghamilan
yang dipaksakan, melaksanakan pemandulan yang dipaksakan, atau tiap bentuk
pelanggaran seksual lainnya yang sama dalam kegawatannya;

h. penyiksaan terhadap kelompok yang dapat diidentifikasi atau bersama
berdasarkan politik, ras, suku bangsa, etnik, kebudayaan, gender sebagaimana
ditetapkan dalam paragraf 3, atau tiap dasar yang diakui secara universal sebagai
tidak dapat diijinkan berdasarkan hukum internasional,

i.penghilangan terhadap orang-orang,

j.kejahatan apartheid, dan

k. perbuatan tidak manusiawi lainnya yang serupa yang dengan sengaja
mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap tubuh, mental, atau
kesehatan fisik seseorang.

Ayat (2). Dalam hal menjelaskan ayat (1): a."Penyerangan langsung yang
ditujukan terhadap penduduk sipil' adalah pelaksanaan perbuatan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) yang ditujukan terhadap penduduk sipil, dilakukan untuk
atau dibantu oleh kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan :

a. penyerangan;



b."Pembasmian” termasuk perbuatan yang dengan sengaja mendptakan
kondisi yang dapat mengurangi kehidupan inter alia, menghalangi akses terhadap
makanan dan obat-obatan yang dimaksudkan untuk merusak sebagian dari populasi;

c."Perbudakan” adalah pelaksanaan dari sebagian atau seluruh kekuasaan
yang terkait dengan hak atas kepemilikan terhadap seseorang, termasuk pula
pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam hal memindahkan seseorang untuk tujuan yang
tidak sah ( traf - ficking), khususnya perempuan dan anak-anak;

d. "Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa" adalah pemindahan
tempat secara paksa terhadap seseorang dengan jalan pengusiran atau perbuatan
paksa lainnya dari suatu tempat di mana seseorang diperbolehkan oleh hukum untuk
tinggal, tanpa dasar-dasar yang diijinkan oleh hukum intemasional;

e."Penyiksaan" adalah penyengsaraan yang disengaja untuk menimbulkan
penderitaan fisik atau mental yang amat berat terhadap seseorang yang berada dalam
tahanan atau yang sedang menjadi tersangka; penyiksaan itu tidak termasuk
penderitaan atau sakit yang ditimbulkan dari, melekat pada, atau ada hubungannya
dengan sanksi hukum;

f. "Kehamilan secara paksa" adalah kelahiran secara melawan hukum terhadap
seorang perempuan Yyang dipaksa untuk hamil dengan maksud mempengaruhi
komposisi etnis dari suatu populasi atau untuk melakukan pelanggaran hukum
intemasional lainnya . Definisi ini tidak dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi
hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;g.

0. "Penindasan™ adalah pencabutan hak-hak mendasar dengan sengaja dan keji
yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan karena identitas suatu

kelompok atau golongan tertentu;



h. "Kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang
sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dilakukan dalam rangka
pelembagaan rezim melalui penindasan dan dominasi secara sistematis oleh sebuah
kelompok ras terhadap kelompok-kelompok ras lainnya. Kejahatan ini dilakukan
dengan maksud untuk melanggengkan rezim tersebut;

i. "Penghilangan orang secara paksa" berati penangkapan, penahanan,
penculikan seseorang oleh atau dengan kewenangan, bantuan atau dengan persetujuan
dari negara atau organisasi politik diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya
pembatasan terhadap kemerdekaan tersebut, atau penolakan untuk memberikan
informasi atas nasib atau keadaan orang tersebut, dengan maksud untuk menjauhkan
mereka dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang lama.

Mahkamah Pidana Intemasional Menurut Pasal 21 Statuta yang mengatur
mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan diformulasikan dalam Pasal 7. Seluruh
poin tersebut dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina. Dari perspektif
prinsip hukum humaniter, Israel telah melanggar dalam serangannya terhadap
Palestina.* Pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang lainnya
adalah membangun tembok Apartheid oleh zionis Israel.®

Konflik ini tentu saja mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dunia
yang aware dengan masalah krisis kemanusiaan.® Maka dari itu Masyarakat dunia

menyerukan gencatan senjata permanen dan pemboikotan produk pro Israel sebagai

* Aulia and Susanto, “Analisis Isu Konflik Israel-Palestina.” 1-6

°Riyan Zulfikar Aris,”Peran Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Dalam
Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Palestina Di Lebanon™ 4.2 (2015):1-11

6Sura‘tiningsih and Puspita, “DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN NGO
KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA.” 25.1(2020): 11-28



bentuk dukungan terhadap Palestina agar berhenti menyerang masyarakat sipil
Palestina dan melakukan kejahatan kemanusiaan.

Begitu pun dengan masyarakat Indonesia menyerukan gencatan senjata
permanen dan pemboikotan produk pro Israel sejak awal agresi Israel. Majelis Ulama
Indonesia (MUI) juga mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum
Dukungan terhadap Perjuangan Palestina pada tanggal 8 November 2023. Fatwa
tersebut mengatakan Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi
Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap Palestina
adalah hukumnya haram.’

Pemboikotan terhadap israel adalah sebuah upaya yang mampu dilakukan
umat muslim yang difatwakan oleh para ulama untuk melawan pihak Israel yang
memerangi kaum muslim Dimana pada hal ini, terdapat keterkaitan antara pembelian
produk Israel oleh umat Islam dengan penderitaan umat Islam di negara lain yang
sedang mengalami imperialisme. Permasalahan yang dihadapi negara-negara Islam
saat ini antara lain penyerangan terhadap negara-negara Islam melalui perampasan
tempat-tempat suci umat Islam, pengusiran penduduknya, pertumpahan darah,
perampasan kehormatan, perusakan rumah, dan pembakaran lahan pertanian serta
merusak permukaan bumi, yang dilakukan oleh Zionis Israel melalui intimidasi tanpa
pandang bulu terhadap umat islam di Palestina, Afghanistan, Irak, Chenia, Bosnia,
dan belahan dunia lainnya.?

Allah berfirman dalam QS. Al-Bagarah/2: 11
0 Topbbial [3 ) 506 (23T 54 9740 1555
’ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023.
® Audra Laili, Muhammad Igbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Ekonomi

Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Madina
(EKSYA), 2.2 (2021)




Terjemahnya:

”dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami
orang-orang yang Mengadakan perbaikan”.

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap
Perjuangan Palestina tidak menyebutkan secara spesifik terkait produk-produk seperti
apa yang diboikot. Akan tetapi, masyarakat telah banyak mengenal produk-produk
apa saja yang termasuk produk Israel sehingga masyarakat banyak menolak atau
melakukan pemboikotan terhadap produk tersebut. Begitu pun di kota Parepare,
masyarakatnya menyerukan boikot produk pro Israel, ada yang memboikot dalam
bentuk tindakan langsung tidak membeli produk pro Israel dan ada yang menyerukan
boikot melalui media sosial. Namun Pada sisi lain Tidak sedikit pula masyarakat
yang masih menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk pro Israel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian tentang Pemboikotan Produk Pro Israel Sebagai Bentuk
Dukungan Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun
2023 Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pembahasan latar belakang diatas maka perumusan masalah oleh
penulis sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota
Parepare?
2. Bagaimana Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui

Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare?



3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan
Produk pro Israel di kota Parepare?
C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023
di Kota Parepare

2. Untuk mengetahui Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui
Pemboikotan produk pro Israel di Kota Parepare

3. Untuk menganalisis Pemboikotan Produk Pro Israel di kota Parepare
ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai
berikut: Penelitian ini berharap mampu memberikan pemahaman terhadap
masyarakat mengenai Pemboikotan Produk pro Israel dan dapat memperkaya
khazanah pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi
civitas akademik fakultas syariah dan ilmu hukum islam, Program studi Hukum

Ekonomi Syariah (muamalah).
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada
yang memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan untuk
menghindari munculnya asumsi dipublikasi hasil penelitian diantaranya adalah
sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Khotimatul Husna, Anwar Hafidzi
dan M. Hanafiah dengan judul “Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel fatwa DSN
MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin” pada
tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemboikotan produk pro
Israel bagi warung rumahan tidak berdampak kerugian yang signifikan. Kesamaan
penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan pemboikotan produk pro
Israel.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Audra Laili, Muhammad Igbal dan
Fasa, A. Khumaidi Ja’far dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap
Pemboikotan Produk Israel” pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang
masalah mengenai pemboikotan produk Israel dengan menganalisis berdasarkan
hukum ekonomi syariah. Kesamaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti
terkait dengan pemboikotan produk.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Rian Refendy dengan judul
“Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk asing Di Indonesia” pada

tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang masalah terkait atas pemboikotan
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produk asing di Indonesia berdasarkan analisis hukum islam. Kesamaan penelitian ini
dengan penulis yaitu meneliti terkait dengan pemboikotan produk.

Adapun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh beberapa
penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Khotimatul Husna dkk lebih fokus pada
dampak pemboikotan produk pro Israel bagi warung rumahan sedangkan penulis
berfokus pada efektivitas peran masyarakat terhadap pemboikotan produk pro Israel.
Kemudian Penelitian dari Audra Laili dkk fokus pada analisis hukum ekonomi
syariah terhadap pemboikotan produk sedangkan penulis fokus pada efektivitas peran
masyarakat terhadap pemboikotan produk. Selanjutnya penelitian dari Ricky Rian
Refendy menggunakan jenis penelitian kepustakaan/kuantitatif (library research)
sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif/lapangan (field research).

B. Tinjauan Teoritis
1. Teori Hukum Islam

Hukum islam adalah seperangkat aturan tentang tingkah laku mukallaf yang
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama islam,
berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasul. Hukum islam yang dimaksud
adalah peraturan yang dijabarkan secara terperinci yang memiliki kekuatan yang
mengikat, kata-kata tentang tingkah laku mukallaf berarti bahwa hukum islam adalah
hukum yang berdasarkan wahyu Allah SWT, karena arti syarah dan fikih yang
terkandung didalamnya, menurut ta’rif maka hukum islam ini mencakup hukum

sya’ra dan mencakup hukum fikih.
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1.1. Jual Beli
Jual-beli atau perdagangan dalam istilah disebut al-ba’i yang menurut
etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara
bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba i dalam Ara
terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata al-syira’(beli). Dengan
demikian, kata al-ba i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.® Abdul Rahman
Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabigq, yang mendefinisikannya jual-belilah
pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan” atau ‘“Memindahkan milik
denganganti yangdapat dibenarkan”.’® Dari penjelasan tersebut, bahwa jual-beli
menurut bahasa adalah tukar-menukar segala esuati, baik antara barang dengan
barang, barang dengan uang, uang dengan uang. Sedangkan menurut syara®,
pengertian jual-beli adalah mempunyai sesuatu harta dengan menggantikannya
dengan sesuatu lainnya atas dasar izin syara®, atau sekedar memiliki manfaat yang
diperbolehkan syara®.
Adapun dasar hukum jual beli ialah Q.S. aI-Baqarah/Z' 275
T 655 ol 1

Terjemahnya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”"*

Dalam ayat ini Allah menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat
menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan
mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan,

bahwa mereka yang memakan riba tak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya

’ Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup, 2012). h. 67.

19 Sohari Sahari dan Rufah Abdullah, Figih Muamalat, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). h.
66.

1 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an tajwid dan Terjemah,.
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ditengah masyarakat, melainkan bagaikan orang kesurupan setan. Riba adalah haram
dan jual-beli adalah halal. Jadi, tidak semua akad jual-beli tu haram, sebagaimana
yang disangka oleh sebagian orang berdasar ayat tersebut.

Menurut Muhammad Faiz Almath, dasar hukum jual-beli yaitu berupa hadits

yang diriwayatkan oleh At-Thabrani adalah sebagai berikut:

“Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu
kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan
kehormatan diri. Namun bila Allah menginginkan suatu kaum kemacetan dan
kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan.” (HR. At-
Thabrani).

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil

yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah figh.

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang
menunjukkan keharamannya”.

Abdul Rahman Ghazaly mengutip dari buku Sayyid Sabig, yang
mendefinisikannya jual-beli ialah pertukaran harta dengan harta atas saling
merelakan” atau “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan."? Dari
pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa jual-beli menurut bahasa adalah tukar-
menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang
dengan uang. Sedangkan menurut syara™, pengertian jual-beli adalah memiliki
sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara®, atau sekedar memiliki
manfaatnya saja yang diperbolehkan syara™.

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa
manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.
Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus
diganti dengan barang lain yang sesuai. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat

tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada

'2 Sohari Sahari dan Rufah Abdullah, Figih Muamalat, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011). 66.
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umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa
yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang
lain. Dengan adanya jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan
berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua
belah pihak.™

Rukun jual-beli ada tiga: kedua belah pihak yang berakad (agidan), yang
diakadkan (ma’'qud alaih), dan shighat (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan
penamaan pihak yang berakal sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah
saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual-belikan yang didapati di luar,
sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama shighat yaitu
ijab dan kabul. Akan tetapi, jJumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada
4 (empat), yaitu:

a. Adanya orang yang berakad atau al-muta ‘agidain (penjual dan pembeli).

b. Adanya shighat (lafal ijab dan kabul).

o

Adanya barang yang dibeli.

o

Adanya nilai tukar pengganti barang.
Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai
tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual-beli, bukan rukun jula-beli.
Adapun syarat-syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang dikemukakan
jumhur ulama di atas sebagai berikut:
a. Syarat-syarat orang yang berakad Para ulama figh sepakat bahwa orang yang

melakukan akad jual-beli itu harus memenuhi syarat:

3 Ahmad Wardi Muslich, Figih Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 179
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Berakal .**

Yang melalukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab dan kabul, Para ulama figh sepakat

bahwa unsur utama dari jual-beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan

kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual-belikan (ma’qud ‘alaih), yaitu: syarat

yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Barang itu ada (maujud). Oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang
yang tidak ada (ma’dum) atau yang dikhawatirkan tidak ada. Seperti
halnya jual-beli anak sapi yang masih dalam kandungan, atau jual-beli
yang jual-beli buah-buahan yang masih belum berbentuk.
Barang yang dijual harus mal mutagawwim. Pengertian mal
mutagawwim sebagaimana yang sudah dijelaskan setiap barang dapat
dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manuisa. Oleh karena itu, bangkai,
khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual-beli, karena dalam
pandangan syara“, benda-benda ini tidak bermanfaat bagi Muslim
Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak
boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau
emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

“ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h. 196.
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5) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang). Yang termasuk unsur
terpenting dalam jual-beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual
(untuk zaman sekarang adalah uang).

Di samping syarat yang berkaitan dengan rukun jual-beli yang di atas, syarat
jual-beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat
umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual-beli agar jual-beli tersebut sah
menurut syara™. Secara global, akad jual-beli harus terhindar dari 6 (enam) macam
‘aib:

a. Ketidakjelasan (Al-Jahalah) Yang dimaksud di sini adalah ketidakjelasan
yang serius mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.
Ketidakjelasan ini ada empat macam, yaitu:

1) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya,
atau kadarnya menurut pandangan pembeli.

2) Ketidakjelasan harga.

3) Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur,
atau khiyar syarat. Dalam hal ini, waktu harus jelas, apabila tidak
jelas maka akad menjadi batal.

4) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan. Misalnya,
penjual masyarakat diajukannya seorang kafil (penjamin). Dalam
hal ini, penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad
jual-beli menjadi batal.

b. Pemaksaan (Al-lkrah) Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain
(yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.

Paksaan ini ada 2 (dua) macam:
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1) Paksaan absolut, yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat,
seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota tubuhnya.
2) Paksaan relatif, yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan,
seperti dipukul.

Pembatasan dengan Waktu (At-Taugit) Yaitu jual-beli dengan dibatasi
waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan
atau satu tahun”. Jual-beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan
atas suatu barang, tidak bisa dibatasi waktunya.
Penipuan (Al-Gharar) Yang dimaksud di sini adalah gharar (penipuan)
dalam sifat barang. Seperti: seseorang menjual sapi dengan pernyataan
bahwa sapi itu air susunya sehari 10 (sepuluh) liter, padahal kenyataannya
paling banyak 2 (dua) liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan
pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya
maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi, apabila gharar (penipuan)
pada wujud (adanya) barang maka ini akan membatalkan jual-beli.
Kemudaratan (Adh-Dharar) Kemudaratan ini terjadi apabila penyerahan
barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan
kemudaratan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti:
seseorang menjual baju (kain) 1 (satu) meter, yang tidak bisa dibagi dua.
Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal
itu merugikan penjual.
Syarat yang Merusak Yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah
satu pihak yang berkaitan dalam transaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada

dalam syara™ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau
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tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti: seseorang menjual mobil dengan
syarat ia (penjual) akan menggunakan selama 1 (satu) bulan setelah
terjadinya akad jual-beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia
(penjual) boleh tinggal di rumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya
akad jual-beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu 'awadhah
maliyah, seperti jual- beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid,
tetapi tidak dalam akad-akad yang lain, seperti akad tabarru’ (hibah dan
wasiat) dan akad nikah. Dalam akad-akad ini, syarat yang fasid tersebut

tidak pernah berpengaruh sehinga tetap sah.

Fikih Muamalah telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual
beli berdasarkan peraturannya secara umum dibagi 4 (empat) macam:*

a. Jual-Beli salam (Pesanan) Jual-beli salam adalah jual-beli melalui pesanan,
yakni jual-beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka
kemudian barang diantar belakangan.

b. Jual-Beli mugayadhah (Barter) Jual-beli mugayadhah adalah jual-beli dengan
cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual-Beli muthlag Jual-beli muthlag adalah jual-beli barang, dengan sesuatu
yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual-Beli Alat Penukar dengan Alat Penukar, Jual-beli alat penukar dengan
alat penukar adalah jual-beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukaran

dengan alat penukaran lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fikih
Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Jurnal
Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 2.1 (2018). h. 150
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1.2. Maslahah Mursalah

Secara etimologi maslahah adalah turunan dari kata shalaha, shad-lam-ha
yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata maslahah adalah
singular (mufrad) dari kata mashalih yang merupakan masdar dari ashlaha yang
bermakna mendatangkan kemaslahatan.’® Dalam artinya yang umum adalah setiap
segala sesuatau yang manfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau
menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan, atau dalam arti
menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.'” hakikat dari maslahah
mursalah tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat
mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik
menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara " dalam menetapkan hukum
Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada
petunjuk syara " yang mengakuinya.

Maslahah mursalah yang merupkan salah satu metode istinbath hukum Islam
yang menggunakan pendekatan magasid asy-syari’ah, mestinya dapat ditrima oleh
umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada
sebagian umat Islam yang tidak menerima maslahah mursalah sebagai hujjah,
sebagai dasar penetapan hukum Islam.*® Adanya perbedaan pendapat dikalangan
ulama“ mengenai pengunaan maslahah mursalah sebagai metode ijtihad adalah
karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya maslahah itu oleh

syara"” baik secara langsung maupun tidak langsung, karena pengunaan maslahah

M. Ali Rusdi Bedong, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum
islam”, Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15.2 (2017). H. 151

7 Tototok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul Fikih., h. 200

'8 |mam Mustofa, ljtidah Konteporer Menuju Figih Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Granfindo
Persada, 2013). h. 23.
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dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar“i. Meskipun secara tidak
langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah maslahah, tetapi
karena adanya dalil syra " yang mendukungnya.*

Kalangan umala Syafi’iyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa
maslahah mursalah tidak dapat dijadikan Aujjah Syar’iyyah dan dalil hukum Islam.
Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka di antaranya.”

a. Maslahah ada yang dibenarkan oleh syara hukum Islam

b. Sikap menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah menodai kesucian
hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil maslahah.

c¢. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna.

Mazhab Syafi*i, terdapat dua pendapat tentanga maslahah mursalah sebagi
dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi“i yang menyatakan bahwa
maslahat dapat ditrima sepanjang permasalahan itu tidak diatur dalam nash. Kedua;
pandangan yang dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat
sebagai dalil hukum Islam dapat ditrima dengan syarat maslahat itu bersifat
mula “imah, tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya tapi derada dalam
tingkatan ad-darurah yang disamakan dengan sifat al-hajah sedankan tingkatan at-
tahsini tidak dapat dijadikan sebagai dalil untuk berhujjah sementara maslahat yang
berkaitan dengan jiwa, maka maslahat itu harus mersifat daruri,qat i dan kulli.?*

Sikap ulama mengenai pengunaan maslahah mursalah dalam berijtihad
terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan

melakukan ijtihad dengan mengunakan maslahah mursalah sedangkan kelompok

9 Khutbudin Abaik, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, h. 204
20 Asmawi, Perbandingan Ushul Figih, h.132-134
*! Tarmizi, Istinbath Jurnal Hukum, 7.1(2010). h. 59
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kedua yang menolak pengunaan maslahah mursalah. Sedangkan untuk mengetahui
kedudukanSikap ulama mengenai pengunaan maslahah mursalah dalam berijtihad
terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan
melakukan ijtihad dengan mengunakan maslahah mursalah sedangkan kelompok
kedua yang menolak pengunaan maslahah mursalah. Sedangkan untuk mengetahui
kedudukan maslahah murasalah dalam pandangan ulama, tampaknya memeng harus
dikaikan dengan analisis magasid asy-syari’ah. Analisis terhadap kaitan antara
maslahah mursalah dan maqasid asy-syari’ah dapat melahirkan dua dampak positif,
pertama: dapat menampakkan titik temu perbedaan pendapat antara ulama yang
menggunakan maslahah mursalah. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat menunjukan
bahwa betapa pentingnya maqasid asy-syari’ah dalam rangka penajaman analisis
metode maslahah mursalah sebagai corak penalaran istislah untuk memecahkan
permasalahan-permasalahan hukum Islam.??

Pada dasarnya maslahah mursalah adalah pengamalan dari makna nash yang
ijmali dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, maslahah mursalah tidak pernah
terpisah dari kandungan nas sama sekali. Dalam menggunakan maslahah mursalah
itu sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat berhati-hati sehingga tidak
menimbulkan pembentukkan syari“at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu.
Bardasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat-syarat maslahah
mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.?

Ulama yang menerima maslahah mursalah sebagai dalil menetapkan hukum

menetapkan sejumlah syarat ialah.

?2 Khutbudin Abaik, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam., h. 243.
% Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam., h. 128
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a. Bahwa keslamatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga
semata. Tegasnya, maslahat itu dapat ditrima secara logika kebenarannya.
Sebab, tujuan pensyri“atan suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk
mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudharatan. Hal ini akan
terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang
didasarkan praduga.

b. Kemaslahatan itu sejalan dengan maqasyid as-syari’ah dan tidak
bertentangan dengan nash atau dalil-dalil gath"i.** Dengan kata lain
kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan
oleh syariah. Atas dasar ini, tidak diterima pendapat yang menyamakan hak
anak laki-laki dan anak perempuan dalam kearisan meskipun didasarkan atas
atas maslahat. Sebab, kemaslahatan seperti ini bertentangan dengan nash
qath i dan ijma " ulama.

c. Kemaslahatan ini berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatn bagi
individu tertentu atau sejumlah individu. Ini mengingat bahwa syariat Islam
itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar
maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarga
tidak sah dan tidak boleh karena bertentangn dengan prinsip-prinsip Islam
yang berlaku bagi manusia.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa maslahah mursalah dapat dijadikan
landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah
memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan maslahah

tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang

?* Rusdaya Basri, “Pandangan At-tufi dan asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi analisis
Perbandingan)”, Jurnal DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum. 9.2 (2011): 176-186.
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sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan
menolak menudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfaatan secara
umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-
tujuan yang dikandung dalam al-Qur‘an dan al-Hadits.

Dalam pandangan ulama ushul membagi maslahah menjadi tiga bagian
yaitu®;

a. Maslahah Dharuriyyat, yaitu maslahat yang mencakup penjagaan terhadap
tujuan syariat yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

b. Maslahah Hajiyat, yaitu maslahat yang membutuhkan kepada hal-hal yang
bersifat kebutuhan dari sisi untuk menghilangkan kesempitan, kesusahan,
dan beban.

c. Maslahah Tahsiniyyah, yaitu maslahat yang bersifat kebaikan mengambil
sesuatu yang sesuai dengan kebaikan dari kebiasaan dan menjahui
keadaan-keadaan yang dapat mengotori akal sehat dan hal yang baik.?®

Dengan prinsip Mazhab ini yang berpandangan bahwa yang baik itu adalah
apa yang dinyatakan baik oleh syara dan yang buruk adalah apa yang dinyatakan
buruk oleh syara yang pelakunya akan mendapat ganjaran yang sesuai dengan
perbuatannya apakah baik atau buruk. yang harus dilakukan secara terpadu atau
integratif yang diharapkan menghasilkan produk yang kontekstual dan benar-benar

membumi serta dapat menjawab problem hukum Islam modern, khususnya dalam

? Janah and Ghofur, “Maqashid As-Ayari‘ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi
Islam.”Jurnal: International Journal lhya' 'Ulum al-Din 20. 2 (2018): 167-192

%Abdus Salam Ali Al-Karbuli, Fikih Prioritas, diterjemal oleh, Andi Muhammad Syabhril,
dari judul asli, Fighul Aulawiyyat Fi Zhilal Magasid Asy-Syari “ah Al-Islamiyyah, (Jakarta, Pustaka Al-
Kautsar, 2016), h. 350-354
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bidang muamalah, sehingga membawa kemaslahatan yang relevan dengan magasid
syariah bagi umat Islam dalam berbagai bidang.

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan
dalam Islam adalah konsep Magasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir
untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui
oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman.

Adapun ruh dari konsep Maqasid Syari’ah adalah untuk mewujudkan
kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak
mudarat (dar 'u al-mafasid wa jalb al-masalih), istilah yang sepadan dengan inti dari
Magasid Syariah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana
saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.?” Magasid Syariah terdiri dari dua
kosa kata yaitu al-magasid dan al-shariah. Al-maqasid adalah bentuk plural dari kata
al- magsa}d dari akar kata al-gasd.

Secara etimologi, al-gasd mempunyai beberapa makna, di antaranya sebagai
berikut: Pertama jalan yang lurus (istigamah al-tarig). makna ini mengacu pada
firman Allah surah al-Nahl (16): 9 « ¢laudl 5 & &84 2 21, ’bahwa Allah berhak
untuk menerangkan jalan yang lurus dan mengajak kepada kepada makhluk untuk
selalu berada pada jalan yang lurus. Ajakan ini berdasarkan bukti-bukti dan
argumentasi yang tidak terbantahkan. Lawan kata al-gas}d adalah al-jair (jalan yang
menyimpang). Kedua adalah tujuan yang paling utama (al- i’timad wa al-amm).

Makna inilah yang sering kali digunakan dan dimaksud oleh ulama figh dan
ulama ushul figh. Tujuan (al- magasid) adalah acuan dalam setiap perbuatan mukallaf

dan hukum berubah seiring dengan perubahan tujuan (al-maqgasid). la adalah elemen

"' M. Musolli, “Magqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.”
AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no.1 (2018): 60-81
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yang terdalam yang menjadikan landasan dalam setiap perbuatan seseorang. Tujuan
dan niat dalam hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar.

Kalangan ushuliyin dan fugaha, seringkali tidak membatasi
pengertian kata al-maqas}id. Kata ini bisa dipahami maknanya dalam konteks
etimologis setelah digandengkan dengan kata lain, semisal kaidah yang mengatakan”
segenap perbuatan tergantung pada tujuan atau niat pelaku (al-umur bi magasidiha).
Dalam konteks ini al-magasid dimaknai sebagai sesuatu yang mendasari perbuatan
seseorang dan diimplemenatasikan dalam bentuk nyata (al-fi’il), atau semisal
pernyataan al-Ghazali (w. 505 H) “dikatakan bahwa tujuan (magsud) syariat ada
lima; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Ibn Ashur (w. 1393 H / 1973 M) memberikan definisi yang menarik bahwa
Magqasid Syariah adalah nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari’ dalam
seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Bisa jadi nilai-
nilai itu memuat nilai universal syariah semisal moderasi (al-wast}iyah), toleran (al-
tasamuh}) dan holistik (al-shumul). ‘Alal al-Afasi (w: 1394 H / 1974 M) lebih jauh
memberikan pengertian bahwa Magasid Syariah adalah tujuan utama (al-ghayah)
daripada syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syari’ sebagai landasan
dalam setiap hukum syariat. Menurutnya, Magasid Syariah menjadi dasar hukum
yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Dari dua
pengertian ini, bisa diambil kesimpulan bahwa Maqgasid Syariah bisa mencakup
tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak
kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular semisal tujuan-

tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.
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Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori Magasid
Syariah yaitu bahwa Magasid Syariah harus berpusat fighiyyi dan bertumpu dalam
lima pokok kemaslahatan yaitu : kemaslahatan agama (hifz} al-din), kemaslahatan
jiwa (hifz al-nafs), kemaslahatan akal (hifz al-agl), kemaslahatan keturunan (hifz} al-
nasl) dan kemaslahatan harta (hifz} al-mal). Dalam setiap tingkatan mempunyai
Klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (dharuriyyat), peringkat
kebutuhan/sekunder (hajjiyat) dan peringkat pelengkap/tersier (tah}siniyyat). Dalam
penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala
bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat dharu>riyya>t menduduki tempat
pertama, kemudian hajjiya>t mendahului peringkat tah}siniyya>t. Bisa diartikan
bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama
dilengkapi oleh peringkat kedua.

Dharuriyyat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisadibiarkan atau
ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan
(al-umur al-khamsah), baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan
kaidah- kaidahnya, menolak kesengsaraan (al-mafasid) yang atau akan yang terjadi.
Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya
eksistensi kelima pokok tersebut. Hajjiyat adalah satu kondisi yang tidak mengancam
eksistensi kelima pokok, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan. Semisal
rukhsah diperbolehkan menggasar atau menjamak bagi musafir. Sedangkan
tahsiniyyat diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat
manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, tentu memperhatikan dan

kesesuaian dengan kepatutannya.
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1.3. Fatwa DSN MUI
Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap
Pelestina ini didasarkan pada beberapa dasar hukum yaitu:
Allah berfirman dalam QS. Al-Bagarah/2: 11
D Dokt o W6 VT 3 1236 N 2 T3 155

Terjemahnya:

”dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami
orang-orang yang Mengadakan perbaikan”.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 2
P

s 20 - ~ g

I o
&

b g Pge - 9% 2 20 < o P k4
=3 laadl Jyos AT o) DT T5515 o’y ST Je 155l N3 .

Terjemahnya:

”dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya”.

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah/9: 47

Terjemahnya:

“Jika (mereka berangkat bersamamu), niscaya mereka tidak akan
menambah (kekuatan)mu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan
mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk
mengadakan kekacauan (di barisanmu); sedang di antara kamu ada
orang-orang yang sangat suka mendengarkan (perkataan) mereka”.

MUI mengeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang Hukum
Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa

mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram.?

% Sugandi and Anggraini, “Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di
Kota Padang 2017-2023.” Jurnal: llmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan 4.2. (2024):7.
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Sebaliknya fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuang
kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Berdasarkan fatwa
tersebut, MUI menghimbau umat islam menghindari transaksi dan
penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung

penjajahan dan zionisme.

2. Teori Boikot

Boikot merupakan tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau
berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai
suatu bentuk pemaksaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boikot adalah bersekongkol
menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan
sebagainya).” Sedangkan pemboikotan adalah proses atau perbuatan memboikot
terhadap sesuatu hal. Pada dasarnya sebuah pemboikotan akan dilakukan sebagai
bentuk protes atau wujud dari ketidakpuasan dari satu pihak kepada pihak lain yang
dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat
ditunjukkan dalam tindakan penolakan.

Boikot merupakan sebuah tindakan atau strategi yang dilakukan individu,
kelompok atau masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksetujuan atau protes
terhadap suatu entitas, seperti perusahaan, produk, layanan, atau individu, dengan
cara sengaja atau menhindari atau menolak terlibat secara aktif dengan entitas
tersebut. Hal ini dilakukan biasanya sebagai respon terhadap tindakan yang dianggap

tidak etis tidak sesuai nilai-nilai, atau bertentangan denag pandangan atau tujuan

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia.
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tertentu. Boikot dapat menjadi alat yang kuat bagi gerakan sosial atau politik dalam
menekan entitas tertentu untuk bertindak sesuai tuntunan atau mengubah kebijakan
yang dianggap merugikan.
Bentuk-bentuk boikot antara lain sebagai berikut:
a. Boikot konsumen
Boikot konsumen merupakan tindakan dimana anggota masyarakat umum
dihimbau untuk tidak membeli produk dari perusahaan yang menjadi target
boikot. Tindakan boikot konsumen biasanya diorganisir oleh grup aktivis
sosial.
Tujuan dilakukannya boikot konsumen ini adalah tindakan protes atas
praktek ketidakadilan atau tidak etis.
b. Boikot business to business
Boikot Busines to business dilakukan sebagai upaya perlindungan suatu
bisnis terhadap bisnis lain. Boikot business to business dapat merusak
secara material, sehingga aksi ini sering disebut dengan balas dendam.
c. Boikot employee walkout
lebih dikenal dengan pemogokan buruh dimana karyawan melakukan
aktifitas mogok kerja untuk melakukan protes terhadap perusahaan. Di
beberapa Negara, karyawan yang melakukan mogok secara kolektif
diperbolehkan untuk diberhentikan, meskipun secara pengertian walkout
berarti resign.
Tujuan dari boikot antara lain sebagai berikut:

a. Perubahan Kebijakan
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boikot sering kali digunakan sebagai sarana untuk mendorong
perubahan kebijakan entitas yang menjadi sasaran boikot.
b. Memengaruhi opini publik
salah satu tujuan boikot adalah untuk memengaruhi opini publik
terhadap entitas yang diboyong, dengan harapan bahwa tekanan publik
akan mendorong entitas tersebut untuk bertindak.
Seperti kampanye boikot terhadap perusahaan yang melanggar
kerusakan lingkungan atau hak asasi manusia.
Konsep Boikot dalam Perspektif Islam
Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada
pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak
nabi. Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan
untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum
tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti
tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan
serta tindakan menyimpang lainnya.®
Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan
dibunuh oleh kaum yang menlakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari
kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul
tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah
disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada

era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi

% Mokobombang, Niu, and Hasan, “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta
Implementasinya Di Era Kontemporer.” Magrizi: Journal of Economics and Islamic Economics 3, no
1 (2023) 88-95.
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kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala
bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW.

Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan
perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan
terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW,
segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu
sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang
menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan
tersebut.

Menurut Muhammad Quraish Shihab )isi dalam kandungan Alquran
terbagi menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting
dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot
sendiri berasal dari kata Majrur yang memilki arti menghalangi serta segala bentuk
yang membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana’a yang
memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengaharamkan. Selain kata
mana’a boikot juga terdapat dalam kata yang memilki makna yang sama seperti
a’rada (berpaling), harrama (pengharaman) serta Naha (pelarangan).

Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang
tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot
ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial.
Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala
bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda.
Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian

terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah



31

merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahan ataupun
sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbutan, interaksi, dan proses
ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan
ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika
sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan
memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang
memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan
segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam
perspektif Alquran ini termasuk dalam penjalasan Allah. Perilaku boikot dalam
bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran
terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah (2); 173
s Y ;_bﬁ;h«o‘ g@ ‘}”‘,JJ-’J 4 :)-“T 2y yodl i35 %j\]Tj 2 el (:‘sd& o> L‘;"

/ (3 AL B L 56

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,

dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.
Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan Kkarena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak
kitauntuk mengaharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan
meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat islam.
kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu
bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah
dikehendaki oleh-Nya.



32

Perilaku boikot dalam bidang sosial, yaitu pelarangan atas aktivitas atau
pergaulan hidup setiap manusia dalam lingkung Masyarakat berdasarkan fakta sosial
yang ada. Fakta sosial yang dimaksud dalam hal ini yaitu seluruh rangkaian tindakan
yang berlaku pada setiap individu dan Masyarakat sebagai sebuah paksaan dan
ketetapannya terlepas dari sebuah perwujudan individual (pembuat). Sifaft yang khas
dalam fakta sosial yaitu biasanya bersifat dari luar atau dalam bentuk eksternal.
Maksud dari sifat eksternal yaitu setiap individu mendapatkan sebuah arahan,
bimbingan, ataupun sebuah paksaan yang bertujuan untuk mengakui atau menetapkan
fakta sosial tersebut Contoh fakta sosial yang terdekat dengan kehidupan kita yaitu
Pancasila, Undang-undang, norma-norma, Aturan Agama dan lain sebagainya.

Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat memaksa setiap
individu sampai dengan Masyarakat luas untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku
yang pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh suatu
Kumpulan individu. Dan apabila setiap individu tidakn mengikuti setiap fakta sosialn
yang ada, serta tidak taat dalam pelaksanaannya maka setiap individu akan diberikan
sanksi sesuai dengan pelanggarannya.

Dalam islam, fakta sosial tersebut bisa berupa Alquran dan As-Sunnah,
Dimana setiap muslim yang tidak taat pada Alguran dan As-Sunnah yang berlaku,
maka akan mendapatkan hukuman yang adil baik didunia maupun di Akhirat. Boikot
sosial bida terjadi pada seseorang atau suatu Perusahaan seperti Lembaga maupun
instansi.

Bentuk Tindakan Perilaku Boikot Bentuk tindakan perilaku Boikot dalam
islam yaitu tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dalam kaidah dan

syariah islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang
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sudah dilarang dalam ajaran islan bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk
menjauhi segala bentuk pelarangan sebagaimana telah dilarang dalam Alquran
maupun As-Sunnah.

Dalam problematika akidah, allah telah memerintahkan kepada kita untuk
tidak menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun. Dalam problematika
Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikan hal-hal yang
diharamkan atau dilarang dalam syariat islam. Dalam bidang ekonomi, Allah
memerintahkan Kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan
transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan
suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan
tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum islam.

Selaras dengan penjelasan diatas, pemboikotan produk pro Israel dilakukan
karena genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga palestina, dan hasil
penjualan produk pro Israel itu digunakan untuk pasukan militer Israel, padahal
pasukan militer Israel yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil palestina
sehingga masyarakat dunia mengecam dan memprotes Israel dengan cara memboikot
produk yang terafiliasi atau pro terhadap Israel.

Begitupun dengan masyarakat Indonesia memboikot produk pro Israel dan
MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mengeluarkan Fatwa yaitu Fatwa DSN MUI
Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina.
Fatwa tersebut mengatakan Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan

agresi Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap
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Palestina adalah hukumnya haram®. Pemboikotan dilakukan untuk menekan pihak
Israel agar berhenti melakukan kejahatan terhadap warga palestina, sudah puluhan
ribu nyawa warga palestina akibat kejahatan yang dilakukan oleh Israel.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk memahami yang dimaksud oleh peneliti, maka peneliti harus
menguraikan suatu tinjauan konseptual sehingga persamaan pendapat dalam proses
memahami dan mengetahui arah pemikiran penulis dalam menjabarkan isi pokok
proposal. Kata definisi operasional dari masing-masing kalimat yang terdapat dalam

judul yakni:

1. Analisis
Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu
peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Hukum Ekonomi Syariah
Hukum ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang difokuskan pada
muamalah, yaitu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi
dan konsumsi yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran islam.

3. Pemboikotan
boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang,
berbicara, ikut serta, dan sebagainya). Sedangkan pemboikotan adalah proses
atau perbuatan memboikot terhadap sesuatu hal. Pada dasarnya sebuah
pemboikotan akan dilakukan sebagai bentuk protes atau wujud dari

ketidakpuasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dianggap melakukan

Gaviek, “FATWA MUI TENTANG PRODUK ISRAEL (Mendukung Israel Dan
Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram ).” 2, no. 1 (2024): 1-15.
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tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat ditunjukkan dalam
tindakan penolakan.
4. Produk pro Israel
Produk pro Israel adalah barang atau jasa yang diperjualbelikan yang
berasal dari Israel dan/atau yang bekerjasama dengan Israel. Adapun produk

pro Israel yaitu sebagai berikut:

Kraft Toblerone, Chips Ahoy, Milka, Legenda,
Jacob’s, Kraft Singles Cheese, BeIV|ta Biskuat,
All Time, Top One.

2. | Nabisco Trakinas, Honey Maid, Ritz, Kraker Bran, Team
Flakes, Oreo, Nabisco Classics, Kool Stuf.

3. | Cadbury Cadbury Dairy Milk, Cadbury Creme Egg,
Cadbury Roses.

4. | Nestle Nespresso, Kit Kat, Nestle Pure Life, Milo,

Ovaltine, Dancow, Nan/S26 (susu), Nescafe,
Maggi, Koko Krunch, Klim, Carnation, Bear
Brand, Cerelac, Lactogen, Promil.

5. | Coca Cola Coca Cola, Sprite, frestea, Powerade,
Schweppes, Minute Maid, Coke, Fanta,
Aqguarius, Ades, A&W, Nestea.

6. | Danone Aqua, Milkuat, VIT, Vitalinea, Vitalic, Vitaplus,
Activia, Mizone, Nutricia, SGM, Lactamil.
7. | Pepsico Pepsi, Mirinda, Aquafina, Quaker, Cheetos,

Tropicana, 7 Up, Gatorade, Lay’s, Lipton,
Stacy’s, Naked
8. Uniliever Magnum, Solero, Wall’s, Cornetto, cremissimo

Produk Layanan Cepat saji: Starbucks, McDonald’s, Pizza Hut.*

5. Fatwa DSN MUI
Fatwa DSN MUI adalah keputusan atau pendapat dari DSN MUI

terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi syariah.

%2 https://agsaworkinggroup.com/2016/04/03/boikot-zionis-israel-itu-penting-ga-sih/
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D. Bagan Kerangka Pikir

Kota Parepare

Pemboikotan Produk Pro Israel
Sebagai Bentuk Dukungan

Terhadap Perjuang Palestina

Maslahat
1. Pemboikotan
2.MaslahahMursalah

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Keadilan

3. Prinsip Keseimbangan 3. Magasid Syariah

4.Prinsip tolong-menolong

Fatwa DSN MUI Nomor
83 Tahun 2023



BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode —metode yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal
yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian
dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan

teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena
dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi
yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Dengan
merujuk pada penelitian yang dikaji, penelitian ini menggunakan penelitian yang
dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi yakni jenis penelitian
lapangan (Field research).

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan teknik pengumpulan data
melalui studi kepustakaan dengan mengeksplorasi informasi buku-buku, menjelajahi
website internet, media sosial dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

37
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Lokasi penelitian ini bertempat di kota Parepare.

2. waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu kurang lebih 3
sampai 4 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: persiapan (pengajuan proposal
penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan

penyusunan hasil penelitian.

C. Fokus Penelitian

Pemboikotan produk pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan
Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Kota Parepare

(Analisis Hukum Ekonomi Syariah).

D. Jenis dan Sumber data yang digunakan

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dan informasi yang

diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli lokasi
penelitian atau tidak melalui media perantara.* Data primer diperoleh secara langsung
melalui sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dokumen
tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan pengumpul

data, melainkan lewat orang lain atau dokumen, yaitu data yang diperoleh atau

% Nur Indrianto, Bambang Supomo, Metodologi Penelitian Bisnis (Yogyakarta, Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM).
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dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari
berbagai sumber data seperti skripsi, jurnal, artikel, kepustakaan atau literatur yang

terkait dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati
langsung terhadap objek yang akan penulis teliti, sehingga penulis dapat memperoleh
pandangan mengenai fakta yang sebenarnya terjadi, baik berupa perkataan ataupun
tindakan dari objek yang akan penulis teliti. Adapun tempat penulis melakukan
observasi untuk penelitian yaitu KFC, Pizza Hut, Indomaret dan Alfamart.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan responden
atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman
wawancara. Penulis akan mewawancarai karyawan tempat dijualnya produk pro
Israel yaitu KFC, Pizza Hut, Indomaret dengan Alfamart dan masyarakat yang tinggal
atau berdomisili di Kota Parepare. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap
menggunakan metode ini selalu ada pewawancara responden, materi wawancara, dan
pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan

langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa
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buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul
atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang
menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau
arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui observasi

dan wawancara.

F. Uji Keabsahan Data

Menggunakan bahan referensi yang dimaksud dengan bahan referensi disini
adalah adanya pendukung untuk membuktikan hasil data yang sudah ditemukan oleh
peneliti. Seperti hasil wawancara juga perlu didukung dengan sedikit bukti-bukti
yaitu berupa hasil rekaman wawancara dan sedikit foto dokumentasi saat penelitian.

Data tentang suatu manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh
foto-foto. Alat perekam data dalam penelitian kualitatif seperti kamera, handycam,
alat perekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah

ditemukan oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilaksanakannya tahap penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan
dan analisis data. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi
dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung, dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti
sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban

yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan
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melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap
kredibel. Dalam analisis data ada tiga tahapan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan mempermudah penelitii untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan, sehingga
memberikan gambaran yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie
chard, pictogram dan sejenisnya, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam
pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami dengan melalui penyajian
data tersebut.

3. Verifikasi data

Tahapan selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara, dan akan mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan
yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare.
Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap
perjungan Palestina. Fatwa ini ditetapkan pada Rabu (08 November 2023) pada

sidang rutin Komisi Fatwa MUI. *
Ketentuan Hukum:

1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel
hukumnya wajib.

2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas, termasuk dengan
mendistribusikan zakat, infag dan sedekah untuk kepentingan perjuangan
rakyat Palestina.

3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang
berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang
mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di
tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina.

4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung
Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti
gerakan menggalang dana kemanusian dan perjuangan, mendoakan untuk
kemenangan, membaca Qunut Nazilah dan melakukan shalat ghaib untuk

seluruh umat Islam Palestina yang wafat.

% Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023.
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2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah-langkah tegas membantu
perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk
menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan
kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel
menghentikan agresi..

3. Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan
penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung agresi
Israel atas Palestina.

Fatwa ini menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya

haram, sedangkan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina hukumnya wajib.

Sejak ditetapkannya Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023, masyarakat kota

Parepare menerapkan fatwa ini, berikut wawancara dengan masyarakat/Aktivis

Kemanusiaan kota Parepare:

“Aksi pengumpulan donasi melalui gerakan kemanusiaan filantropi itu jauh
hari sebelum adanya sebenarnya tidak ada kaitan kita dengan fatwa mui itu
karena semata-mata Kkita sebagai gerakan kemanusiaan empati kita terhadap
tragedy kemanusiaan yang ada di palestina sehingga secara struktural, ada tiga
asas filantropi itu yg pertama non partisan tidak boleh memberi atau menolak
karena alasan partai politik kedua nontrimordial fanatisme dan sebagainya yg
ketiga non sektariat perbedaan sekte jadi dimana ada tragedi bencana
kemanusiaan harus selalu bergerak untuk memberikan support baik secara
moril maupun dalam bentuk donasi dana dan bantuan makanan sesuai dengan
kebutuhan yang terdampak tersebut jadi secara umum baik yang bergabung
dalam lembaga zakat resmi Negara atau lembaga internasional juga begitu
prinsipnya, tidak melihat di palestina sebagai gerakan agama karena khusus di
parepare ini banyak non muslim itu yang menunjukkan simpatinya ya Kkita
terima bantuannya, bahkan ada dari tolotan kita mengadakan pertemuan di
fasilitasi kesbangpol, semua agama diajak berpartisipasi sebagai wujud
solidaritas kemanusiaan universal, jadi tidak hanya melihat ini sebagai melihat
ini sebagai peristiwa agama, hanya karena mungkin majelis ulama Indonesia
melihat disana korbannya adalah mayoritas muslim anak-anak kaum
perempuan dan salah satu bentuk perjuangannya adalah melakukan boikot
terhadap produk-produk Israel yang ada di Indonesia yang melakukan
investasi itu adalah salah satu mungkin bagian yang dianggap efektif
perlawanan secara ekonomi tapi kita digerakan kemanusiaan gerakan
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filantropi itu Kita tetap merujuk membantu solidaritas kemanusiaan nah ini
berlaku secara umum dan kita telah memberikan sesuai kebutuhan disana
termasuk kita turun dijalan, dari mimbar-mimbar masjid kemudian baik secara
online melakukan penghimpunan donasi lalu itu kita kirimkan secara
berjenjang dari provinsi ke baznas dari Parepare ke Provinsi terus ke pusat
nanti pusat itu mendistribusikan langsung ke titik tertentu secara resmi ya
jalur masuknya karena dilepas oleh presiden jokowi difasilitasi dari militer
angkatan laut dan angkatan udara di lepas secara resmi karena hanya lewat
jalur itu jalur diplomasi atau duta besar yang ada disana bias masuk ya, nanti
setelah disana juga itu, harus bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan lokal
untuk menyalurkan ke korban, pemberian ditribusinya berupa makanan,
pakaian, makanan siap saji, obat-obatan bahkan kebutuhan-kebutuhan
keluarga sabun, sampo, popok bayi dan sebagainya termasuk kebutuhan air
masih berlangsung sampai sekarang kebutuhan air minum juga disalurkan ya
tentu itu diambil dari daerah yang terdekat ya yang aman distribusikan kesana
itu saya kira pendistribusiannya di parepare. Jadi di parepare ini Kita mengajak
semua kelompok muslim maupun non muslim untuk melakukan
penghimpunan lalu penditribusiannya melalui satu pintu jalur resmi di baznas
yang dilepas oleh presiden jokowi dan sampai sekarang masih berlangsung
penghimpunan itu.*

Berdasarkan Wawancara diatas Penerapan Fatwa DSN MUI no. 83 tahun

2023 di kota Parepare yaitu poin kedua ketentuan Hukum tentang pendistribusian

zakat dan poin pertama Rekomendasi tentang geakan menggalang dana kemanusiaan.

“iya saya sudah tau adanya fatwa MUI terkait dukungan terhadap perjuangan
Palestina dan orang-orang disekitar saya sebagian besar telah mengetahui soal
fatwa tersebut. Saya juga ikut memboikot produk pro Israel sebagai bentuk
dukungan untuk Palestina®

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan masyarakat.
masyarakat menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 poin ketiga
rekomendasi yaitu Umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari
konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan pihak-pihak yang mendukung

agresi Israel atas Palestina.

% Saiful Amir Masyarakat/Aktivis kemanusiaan, wawancara di kota Parepare.
% Rosana, masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel, wawancara di Kota
Parepare.
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Magashid As Syariah, atau tujuan-tujuan syariah, merupaka kerangka penting
dalam memahami hukum Islam.*” la melampaui penafsiran tekstual dan menekankan
pada pencapaian tujuan syariah yang esensial. Maqashid ini dikategorikan menjadi
lima pilar:®

1. Hifdzh al-Din (Melindungi Agama): Menjaga keyakinan dan praktik agama

Islam.

2. Hifdzh An-Nafs (Melindungi Jiwa): Menjaga hak hidup dan keselamatan
manusia.

3. Hifdzh Al-"4¢l (Melindungi Akal): Menjaga kemampuan berpikir dan bernalar
manusia.

4. .Hifdzh Al-Mal (Melindungi Harta): Menjaga hak kepemilikan dan kekayaan
individu.

5. Hifdzh An-Nasl (Melindungi Keturunan): Menjaga kelangsungan hidup dan
kehormatan keluarga.

Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap
Perjuangan Palestina dikeluarkan untuk memberikan panduan bagi umat Islam dalam
menyikapi konflik Israel-Palestina. Fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip
Maqashid As-Syariah, khususnya Hifdzh An-Nafs (melindungi jiwa) dan Hifdzh Al-
Mal (melindungi harta). Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dilandaskan pada
pemahaman Magashid As-Syariah yang mendalam. Agresi Israel terhadap Palestina

telah mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda rakyat Palestina. Oleh karena

3" Herawati, Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik
Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan).”

%Maliki et al., “Jihad Ekonomi Dalam Perspektif Hadis : Tinjauan Terhadap Gerakan Boikot
Produk Israel Sebagai Dukungan Terhadap Palestina.” 2, no.3 (2024): 181-192
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itu, fatwa ini mengharamkan segala bentuk dukungan terhadap agresi Israel, karena

bertentangan dengan tujuan syariah untuk melindungi jiwa dan harta.

B. Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk pro
Israel di Kota Parepare

1. Boikot

Boikot atau penolakan untuk membeli produk dari suatu negara telah lama
digunakan sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan negara
tersebut. Boikot dilakukan dengan harapan dapat memengaruhi kebijakan negara
sasaran dengan cara menekan perekonomian mereka melalui penurunan ekspor dan
investasi Salah satu contoh terbaru adalah boikot produk Israel yang dilakukan secara
global sebagai bentuk dukungan kepada Palestina dan penolakan kebijakan Israel
yang merugikan rakyat Palestina.

Konsep Boikot dalam Perspektif Islam

Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada
pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak
nabi. Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan
untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum
tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti
tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan

serta tindakan menyimpang lainnya.*

% Mokobombang, Niu, and Hasan, “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta
Implementasinya Di Era Kontemporer.” Magrizi: Journal of Economics and Islamic Economics 3, no
1 (2023) 88-95.
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Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan
dibunuh oleh kaum yang menlakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari
kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul
tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah
disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada
era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi
kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala
bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW.

Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan
perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan
terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW,
segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu
sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang
menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan
tersebut.

Menurut Muhammad Quraish Shihab )isi dalam kandungan Alquran
terbagi menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting
dalam kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot
sendiri berasal dari kata Majrur yang memilki arti menghalangi serta segala bentuk
yang membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana’a yang
memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengaharamkan. Selain kata
mana’a boikot juga terdapat dalam kata yang memilki makna yang sama seperti

a’rada (berpaling), harrama (pengharaman) serta Naha (pelarangan).
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Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang
tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot
ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial.
Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala
bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda.

Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian
terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah
merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahan ataupun
sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbutan, interaksi, dan proses
ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan
ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika
sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan
memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang
memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan
segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam
perspektif Alquran ini termasuk dalam penjalasan Allah. Perilaku boikot dalam
bidang ekonomi khususnya dalam bentuk makanan dan minuman dalam Alquran

terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah (2); 173

R

myjtuﬁj;w\wj A»\ﬂJwiu ,},Jl”’;g’*z;u v_cg,iccfw

) Soe5 )yi-i‘f i u‘ fv;lp ("" N

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi,

dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.
Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan Kkarena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
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Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak
kitauntuk mengaharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-NYA dengan
meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat islam.
kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu
bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah SWT terhadap sesuatu yang telah
dikehendaki oleh-Nya.

Perilaku boikot dalam bidang sosial, yaitu pelarangan atas aktivitas atau
pergaulan hidup setiap manusia dalam lingkung Masyarakat berdasarkan fakta sosial
yang ada. Fakta sosial yang dimaksud dalam hal ini yaitu seluruh rangkaian tindakan
yang berlaku pada setiap individu dan Masyarakat sebagai sebuah paksaan dan
ketetapannya terlepas dari sebuah perwujudan individual (pembuat).

Sifat yang khas dalam fakta sosial yaitu biasanya bersifat dari luar atau dalam
bentuk eksternal. Maksud dari sifat eksternal yaitu setiap individu mendapatkan
sebuah arahan, bimbingan, ataupun sebuah paksaan yang bertujuan untuk mengakui
atau menetapkan fakta sosial tersebut Contoh fakta sosial yang terdekat dengan
kehidupan kita yaitu Pancasila, Undang-undang, norma-norma, Aturan Agama dan
lain sebagainya.

Contoh-contoh tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat memaksa setiap
individu sampai dengan Masyarakat luas untuk mengikuti setiap aturan yang berlaku
yang pada fakta sosial tersebut, meskipun fakta sosial tersebut dibuat oleh suatu
Kumpulan individu. Dan apabila setiap individu tidakn mengikuti setiap fakta sosialn
yang ada, serta tidak taat dalam pelaksanaannya maka setiap individu akan diberikan

sanksi sesuai dengan pelanggarannya.
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Dalam islam, fakta sosial tersebut bisa berupa Alguran dan As-Sunnah,
Dimana setiap muslim yang tidak taat pada Alguran dan As-Sunnah yang berlaku,
maka akan mendapatkan hukuman yang adil baik didunia maupun di Akhirat. Boikot
sosial bisa terjadi pada seseorang atau suatu Perusahaan seperti Lembaga maupun
instansi.

Bentuk Tindakan Perilaku Boikot Bentuk tindakan perilaku Boikot dalam
islam vyaitu tidak mempraktikkan hal-hal yang telah dilarang dalam kaidah dan
syariah islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang
sudah dilarang dalam ajaran islan bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk
menjauhi segala bentuk pelarangan sebagaimana telah dilarang dalam Alquran
maupun As-Sunnah.

Dalam problematika akidah, allah telah memerintahkan kepada kita untuk
tidak menyekutukan Allah dengan segala bentuk apapun. Dalam problematika
Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikan hal-hal yang
diharamkan atau dilarang dalam syariat islam. Dalam bidang ekonomi, Allah
memerintahkan Kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan
transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat islam.

Dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan
suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan
tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum islam.

Selaras dengan penjelasan diatas, pemboikotan produk pro Israel dilakukan
karena genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga palestina, dan hasil
penjualan produk pro Israel itu digunakan untuk pasukan militer Israel, padahal

pasukan militer Israel yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil palestina
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sehingga masyarakat dunia mengecam dan memprotes Israel dengan cara memboikot
produk yang terafiliasi atau pro terhadap Israel.

Di Indonesia, berbagai elemen masyarakat turut mengkampanyekan boikot
produk Israel beberapa tahun terakhir dan sebagai bentuk dukungan dan solidaritas
kepada rakyat Palestina serta penolakan terhadap kebijakan Israel yang dianggap
merugikan dan melanggar hak asasi manusia Palestina, khususnya dalam konflik
Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun.Boikot produk asing Israel ini
ternyata memberikan dampak positif tidak langsung terhadap kemajuan produk lokal
di Indonesia, baik produk baru maupun yang sudah ada sebelumnya namun belum
berkembang optimal. Hal ini karena boikot produk Israel secara otomatis
menciptakan peluang pasar kosong yang bisa diisi produk-produk Indonesia sejenis
sebagai penggantinya. Boikot atau penolakan untuk membeli produk dari suatu
negara telah lama digunakan sebagai bentuk protes dan ketidaksetujuan terhadap
kebijakan negara tersebut.

Boikot dilakukan dengan harapan dapat memengaruhi kebijakan negara
sasaran dengan cara menekan perekonomian mereka melalui penurunan ekspor dan
investasi Salah satu contoh terbaru adalah boikot produk Israel yang dilakukan secara
global sebagai bentuk dukungan kepada Palestina dan penolakan kebijakan Israel
yang merugikan rakyat Palestina. Di Indonesia, berbagai elemen masyarakat turut
mengkampanyekan boikot produk Israel beberapa tahun terakhir dan sebagai bentuk
dukungan dan solidaritas kepada rakyat Palestina serta penolakan terhadap kebijakan
Israel yang dianggap merugikan dan melanggar hak asasi manusia Palestina,

khususnya dalam konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung puluhan tahun.®

0 Indah Mentari et al., “Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk
Lokal (Indonesia).”
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Adapun Bentuk Dukungan Perjuangan Palestina melalui Pemboikotan produk
pro Israel di Kota Parepare sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ros selaku
masyarakat yang ikut memboikot produk pro Israel dan Karyawan tempat dijualnya

Produk pro Israel:

“Sejak tau adanya fatwa MUI ini sudah tidak lagi membeli produk (makanan)
di KFC begitu juga di pizza Hut, kalau belanja di indomaret atau di Alfamart
lebih memperhatikan Produk-produk yang mau dibeli seperti juga warung
dekat rumah memperhatikan produk yang dibeli seperti bumbu masakan”.**

“Untuk boikot ini dampaknya mengenai karyawan, yaitu karyawan dikurangi
dan omset turun, kalau omset turun pasti pengurangan karyawan. Kalau untuk
promo kita pasti ada malah lebih hemat lagi beli satu dapat satu, untuk tiap
hari itu pasti beda-beda promonya”*

“iya kalau dampak dari Kustomer si lumayan ada sekitar empat puluh persen
(40%).

Termasuk juga salesnya pasti turun. Transaksinya sebenarnya yang datang itu
samaji rata-rata disembilan puluh ribuan tapi kalau orang yang datang
menurun, jumlah event juga menurun, ya itu salah satu dampaknya
berpengaruh sekali memang. Terus kalau dampak di internalnya ada beberapa
karyawan sebenarnya ingin diperpanjang kontraknya tapi karena penurunan
sales, perusahaan mengambil kebijakan sehingga karyawan itu mau tidak mau
diputuskan kontraknya karena tidak sesuai dengan pemasukan dan gaji yang
akan dikeluarkan. Untuk promo ditingkatkan karena untuk menarik kustomer,
minat datang ke tempat ini”.**

“Selama boikot itu sunlight diturunkan harganya dari harga lima belas ribu
jadi harga Sembilan ribu, sepuluh ribu. Selama ada kejadian yang di gaza atau
dipalestina itu kadang menurun tapi tahun lalu meningkat, pas ada konflik ini
sekarang menurun malahan paling menurun sekalimi kalau sekarang”.*

“Kalau di Toko-toko campuran sepert ini terutama itu yang merek-merek
Aqua itu masuk dalam daftar produk pro Israel. Ada beberapa masyarakat
sudah tidak mau beli kayak itu merek-merek Aqua yang berafiliasi dengan
Israel. Termasuk juga coca cola, Fanta, Sprite, oreo juga itu.”

"' Ros, masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel, wawancara di Kota
Parepare.

*2 Haslan, Karyawan/Manager Pizza Hut, wawancara di Kota Parepare.

3 Syainuddin, Karyawan/Manager KFC, wawancara di Kota Parepare.

* Subair, Karyawam Alfamart, wawancara di Kota Parepare.

** Firdaus, Penjual campuran, wawancara di Kota Parepare.
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2. Maslahah Mursalah

Menurut Imam Malik bahwa maslahat mursalat adalah kemaslahatan yang
tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nash
akan tetapi maslahat mursalah ini tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai
sumber pokok.

Teori maslahah mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh
imam Syatibi dalam kitab al-/’zisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan
tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan
kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).

Sedang menurut teori imam al-Ghazali, maslahah adalah: “memelihara
tujuan-tujuan syari’at ”. Sedang-kan tujuan syari’at meliputi lima dasar pokok, yaitu:
1) melindungi agama (hifzh al diin); 2) melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) melindungi
akal (hifzh al aql); 4) melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5)
melindungi harta benda (hifzh al mal).*®

Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nas
atau hadis Nabi saw. karena tujuan syara’ adalah untuk kemasla- hatan umat manusia
dan setiap nas pasti mengandung nilai maslahat. Jika tidak ada nas, maslahat hakiki
adalah melihat tujuan hukum syara’. Untuk menjadikan maslahah mursalah menjadi
dalil, Imam Malik ber- tumpu pada:

1. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maslahah mursalah, diantaranya saat
sahabat mengum- pulkan al-Qur’an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak

pernah dilakukan oleh Rasulullah saw..

* Herawati, Menurut Imam Malik dan, and Andi Herawati, “Maslahat Menurut Imam Malik
Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan).”



54

2. Adanya maslahat berarti sama dengan merealisasikan magasid al- syariah. Oleh
karena itu, wajib menggunakan dalil maslahat karena merupakan sumber hukum
pokok yang berdiri sendiri.

3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung
maslahat, maka orang- orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

Imam Malik dalam menggunakan maslahah mursalah sebenarnya tidak memberikan
peluang terhadap subjek- tivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-
syarat yang ia terapkan terhadap pengguna maslahah mursalah dengan ketat, syarat-
syarat tersebut adalah:

1. Maslahah mursalah harus memiliki kecenderungan mengarah kepada
tujuan syari’at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan
dasar-dasar Syarak, dalil- dalil hukum.

2. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya
dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.

3. Penggunaanya bertujuan untuk kebu- tuhan yang sangat darurat atau untuk
menghilangkan berbagai ben- tuk kesulitan dalam beragama.

4. Maslahah mursalah yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-
benar maslahah secara nyata bukan dugaan.

5. Maslahah yang dipakai adalah maslahah umum, bukan maslahah bagi
kepentingan satu golongan atau individu tertentu.

Sebagai implikasi sikap kehati-hatiannya, Imam Malik selalu mem-

prioritaskan al-Qur’an dan hadis di dalam ber-istimbath dan tidak meng- gunakan
Maslahah Mursalah jika ber- tentangan dengan nas. Dengan demi- kian dapat

disimpulkan bahwa Masla- hah Mursalah menurut Imam Malik jelas sebagai
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alternatif terakhir apabila tidak ditemukan dalam nas dan ijma’. Sedang al-Gazali
menyebutkanmacam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh
dalil syarak terbagi menjadi 3 macam, yaitu:
1.Maslahat yang dibenarkan oleh syarak, dapat dijadikan hujjah dan
kesimpulannya kembali kepada giyas, yaitu mengambil hukum dari
jiwa/semangat nas dan ijma’. Contoh: menghukumi bahwa setiap minuman
dan makanan yang mema- bukkan adalah haram digiyaskan kepada khamar.
2. Maslahat yang dibatalkan oleh syarak. Contoh: pendapat sebagian ulama
kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang
hari Ramadhan, hen- daklah berpuasa dua bulan berturut- turut. Ketika
pendapat itu disang- gah, mengapa ia tidak memerintah- kan Raja itu untuk
memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya
suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia
dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi
kebutuhan syahwatnya. Oleh karena itu, maslahatnya, ia wajib berpuasa dua
bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan
menyalahi nas dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua
ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan
kondisi dan situasi.
3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syarak.
Ketiga hal tersebut di atas dijadikan landasan oleh imam al-Ghazali dalam
membuat batasan operasional maslalah-mursalah untuk dapat diterima

sebagai dasar dalam penetapan hukum Islam:



56

1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau
kehormatan.

2. Maslahat tersebut tidak boleh ber- tentangan dengan al-Qur’an, al-
Sunnah dan ijma’.

3.Maslahat tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah
(sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.

4. Kemaslahatannya harus berstatus qat’i atau zanny yang mendekati

gat’i.

5. Dalam kasus-kasus tertentu diperlu- kan persyaratan, harus bersifat
qat’iyah, daruriyah,dan kulliyah.

Berdasarkan persyaratan operasi- onal yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di
atas terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang maslahah-mursalah sebagai
dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Imam al-
Ghazali memandang maslahah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath
(menggali/ penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.
Sedangkan ruang lingkup opera-sional maslahah-mursalah tidak disebutkan oleh
Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil peneli- tian yang dilakukan
oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus maslahah mursalah
yang di- kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (al-Mankhul, Asas
al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa) dapat disimpulkan bahwa Imam al- Ghazali
membatasi ruang lingkup operasional maslahah-mursalah yaitu hanya di bidang

muamalah saja.
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Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Malik dengan
persyaratan yang dibuat oleh Imam al- Ghazali di atas, maka persamaan antara
Maslahat Imam Malik dengan Maslahat Imam al-Gazali adalah:

1. Maslahat sejalan dengan penetapan hukum Islam
2. Maslahat tidak bertentangan dengan nas
3. Maslahat bersifat rasional dan pasti
sebutkan oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil peneli- tian
yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus
maslahah mursalah yang di- kemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya
(al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa) dapat disimpulkan bahwa
Imam al- Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah-mursalah yaitu
hanya di bidang muamalah saja.22 Jika dibandingkan persyaratan
yang dibuat oleh Imam Malik dengan persyaratan yang dibuat oleh Imam al- Ghazali
di atas, maka persamaan antara Maslahat Imam Malik dengan Maslahat Imam al-
Gazali adalah:
1. Maslahat sejalan dengan penetapan hukum Islam
2. Maslahat tidak bertentangan dengan nas
3. Maslahat bersifat rasional dan pasti
4. Maslahat yang dimaksud tidak ditun- jukkan oleh dalil tertentu yang
mem- benarkan atau sebaliknya mem-batalkan.

Dalam ruang lingkup operasional maslahah-mursalah, Imam Malik dan Imam
al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang
muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Sedangkan perbedaan antara

keduanya adalah:
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1. Imam Malik memandang maslahah mursalah sebagai masadir tasyri’ atau
sebagai dalil dalam menetap- kan hukum Islam, sementara Imam al-
Ghazali memandang maslahah- mursalah hanya sebagai metode istimbat.

2. Imam Malik, memandang maslahah mursalah sebagai dalil hukum yang
berdiri sendiri, sementara imam al- Gazali memandang maslahah-mur-
salah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri (tidak terlepas dari al-
Qur’an, hadis dan ijma’).

3. Imam Malik memandang bahwa maslahat mursalah selain untuk masalah
Daruriyah juga untuk masalah Hajjiyah, sementara imam al-Gazali bahwa
hanya untuk masalah daruriyyah atau hajjiyah yang setingkat dengan
daruriyyah. Sebagai contoh, Imam Malik membolehkan menyita
kekayaan konglomerat dengan pertimbangan mas- lahat, sedang Imam al-
Ghazali tidak membenarkannya, karena hal itu tidak pernah dilakukan
oleh para sahabat (bertentangan dengan ijma’).

Imam Malik berpendapat demikian karena metode istislah atau maslahah-
mur- salah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nas tertentu
(berlawanan atau tidak), tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan
tujuan penetapan hukum syarak.

Contoh maslahat yang dibenarkan olenh Imam al-Ghazali, misalnya apabila
harta benda milik orang telah bercampur-baur dengan harta hasil korupsi, kolusi,
manipulasi, penjara- han, dan sebagainya, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan
harta/barang yang murni halal, maka berdasarkan maslahat, boleh atau halal bagi pen
duduk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya melalui transaksi yang

halal/benar, sebab jika hal itu tidak dibenarkan, maka sistem perekono- mian dan
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kegiatan keagamaan akan macet dan terhenti, dan akan berdampak buruk dalam
kehidupan masyarakat. Keadaan semacam itu tidak dibenarkan oleh Islam. Hal ini
suatu sikap mendahulukan prevensi mafsadat dan menciptakan maslahat untuk
kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan
mazhab Malikiyah maupun dari kalangan Syafi’iyah menerima masla- hah mursalah
sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan per- syaratan. Pertama, hukum
yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. Kedua, maslahat tersebut sejalan
dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama,
jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Ketiga, maslahat yang kriterianya
seperti pada poin kedua tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang
membenarkan, atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup
implementasinya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang
ibadah.

Implementasi maslahah-mursalah tersebut, para ulama memakai istilah yang
berbeda-beda, bahkan Imam al- Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut
maslahah-mursalah, sehingga berimplikasi kepada ketidak- sempurnaan pemahaman
generasi beri- kutnya mengenai pendapat ulama ter- dahulu tentang masalah ini.
Dalam kitab al-Mankul, Imam al-Ghazali menyebut maslahah-mursalah dengan
istilah istidlal sahih (bukan istidlal mursal), dalam kitab Asas al- Qiyas dia memakai
istilah istislah, dan dalam kitab Shifa al-Galil disebutnya dengan istilah munasib
mula’im, sedangkan dalam kitab al-Mustasfa, Imam al-Ghazali tetap menyebutnya

dengan istilah maslahah-mursalah.
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Karena Imam al-Ghazali menyebut maslahah-mursalah dengan beberapa
istilah, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten
menjadikan maslahah mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.
Penggunaan terma yang berbeda-beda tersebut juga berimplikasi pada terjadinya
distorsi pemahaman pada generasi selanjutnya mengenai teori maslahah-mursalah.

Secara normatif al-Qur’an diyakinisebagai petunjuk bagi manusia yang
membawa kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Keyakinan ini juga
mengandung makna bahwa (1) al-Qur’an tidak mungkin bertentangan dengan
maslahat, (2) Maslahat tidak mungkin bertentangan al-Qur’an. Oleh karena itu, jika
terjadi pertentangan antara nash dan maslahat maka ter- dapat dua kemungkinan.
Pertama, kemungkinan pemahaman terhadap nash itu tidak tepat. Kedua,
kemungkinan pemahaman terhadap maslahat itu tidak tepat, Ketiga, kemungkinan
pemahaman terhadap teks dan maslahat keduanya tidak relevan. Jika terjadi dua
kemung- kinan tersebut maka keadaan itu menis- cayakan dilakukan pengkajian
ulang terhadap teori-teori ilmu al-Qur’an dan rekonstruksi teori maslahat.

Demikian pula konsensus (ijma’) sahabat, rumusan konsensus mereka tentu
saja dilatarbelakangi oleh per- timbangan rasional, logis, faktual pada masanya, yang
belum tentu sejalan dengan fakta-fakta empirik yang di- hadapi oleh setiap generasi
dari zaman ke zaman. Rumusan maslahat yang dihasilkan dari pertimbangan temporal
dan lokal tidak selalu tepat digunakan untuk perumusan maslahat dengan latar
belakang situasi, konsisi, tempat, dan zaman yang berbeda Pendekatan-pendekatan
seperti itu perlu dirumuskan berdasarkan Kenya- taan bahwa hadis-hadis Nabi saw.
mempunyai karakteristik dan sifatnya masing-masing. Ada hadis yang ber- sifat

universal, bersifat temporal, dan bersifat lokal.
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Syuhudi Ismail, mengata- kan bahwa pada kenyataannya, ada hadis Nabi saw.
yang muncul didahului oleh sebab tertentu, tetapi pada Kenya-taan lain ada juga hadis
tidak dihahului oleh sebab tertentu. Ada hadis yang bersifat umum, dan ada pula
hadis yang muncul berkaitan dengan erat dengan keadaan yang bersifat khusus.25 Di
sinilah dibutuh- kan adanya kejelihan dalam memahami sebuah teks yang
disandarkan kepada Nabi saw. Konteks pembicaraannya pun harus dipahami agar
tidak keliru dalam memahami peruntukan dan maknanya. Dengan pendekatan
kontekstual (historis, sosiologis, antropologis) di- harapkan mampu memberikan
pema- haman terhadap teks hadis secara tepat, apresiatif, dan akomodatif terhadap
perubahan dan perkembangan zaman.

Hukum pada prinsipnya bertujuan untuk membangun dan mendatangkan
maslahat serta menghindarkan manusia dari kekacauan dan kerusakan. Dengan
demikian pandangan tersebut sesuai dengan prinsip al-muhafazhat ‘ala al- Qadim al-
shalih wal akhdzu bi al-jadid al-ashlah, yakni bersikap selektif dan akomodatif
terhadap perubahan demi tercapainya maslahat yang bertumpu pada tujuan-tujuan
Syariat.

Oleh karena itu salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dari teori maslahat
Imam Malik dan al-Gazali adalah skala priori- tas, yakni memprioritaskan proteksi
mafsadat daripada mengambil masla-hat, sebab mencegah mafsadat pada hakikatnya
bermakna mendahulukan maslahat yang lebih besar dan paling urgen daripada
maslahat yang lainnya. Hal ini sejalan dengan kaidah Dar’u al-mafasid mugaddamun
ala jalb al- mashalih. Selain itu, latar belakang intelektual dan sosiologis serta politik
yang melingkupi kehidupan Imam Malik di Madinah tentu menjadi pertimbangan

untuk menarik teorinya ke dalam konteks yang berbeda. Begitu pula kehidupan
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Berikut wawancara dengan ibu Fatmawati selaku masyarakat yang ikut

memboikot produk pro Israel:

“iya sudah tau adanya fatwa mui tentang dukungan untuk Palestina dengan
adanya fatwa ini ya saya juga tidak membeli produk pro Israel kecuali dalam
keadaan terdesak. Produk yang diboikot itu seperti Aqua, sunlight dan semua
produk dapur. Adapun harapan dengan memboikot produk pro Israel ini
supaya tidak mendapat dukungan dan perekonomiannya hancur karena hasil
perekonomiannya digunakan untuk membeli senjata untuk membom warga

palestina. Ya bentuk lain dukungan untuk palestina yaitu dengan doa dan

mengeluarkan harta untuk warga palestina”.*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ibu Fatmawati, masyarakat melakukan
pemboikotan produk pro Israel agar menekan perekonomian Israel, keinginan
masyarakat dengan adanya pemboikotan ini, untuk memberikan maslahat bagi warga

palestina.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel
di kota Parepare

Perilaku boikot sudah ada sejak zaman nabi, namun istilah boikot ini baru ada
pada tahun 1880. Dalam islam, tindakan atau perilaku boikot ini sudah terjadi sejak
nabi. Pada saat Allah mengutus nabi dan rasul terhadap satu kaum dengan tujuan
untuk memperbaiki segala bentuk kerusakan yang ada di dunia, Masyarakat kaum
tersebut selalu melakukan sikap penolakan dengan segala bentuk alasan, seperti
tindakan rasul yang menyimpang dari leluhurnya, seperti berdusta, dukun, kesesatan

serta tindakan menyimpang lainnya.

*"Fatmawati, masyarakat yang melakukan Pemboikotan Produk Pro Israel, wawancara di
Kota Parepare.
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Penolakan yang mereka lakukan terhadap rasul tersebut yang diutus bahkan
dibunuh oleh kaum yang menlakukan penolakan. Akan tetapi, hanya sedikit dari
kaum tersebut yang mengikuti apa yang telah diturunkan seperti wahyu kepada rasul
tersebut. Kejadian tindakan penolakan yang terjadi pada para rasul Allah telah
disebutkan dalam kitab suci Alquran. Kejadian penolakan ini terjadi Kembali pada
era diutusnya Nabi Muhammad SAW. Abu jahal serta Abu lahab serta para petinggi
kaum Quraisy lainnya menjadi pelaku penolakan tersebut untuk menolak segala
bentuk ajaran yang dibawah oleh Rasulullah SAW.

Bahkan selain melakukan penolakan, kaum Quraisy juga melakukan
perlawanan yang luarbiasa bahkan sampai dengan niat melakukan pembunuhan
terhadap Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW,
segala bentuk perilaku penolakan terus terjadi sampai pada era sahabat beliau yaitu
sahabat Utsman Bin Affan dan pada era Sahabat Ali bin Abi Thalib yang
menyebabkan mereka berdua terbunuh oleh kaum yang melakukan bentuk penolakan
tersebut.

Menurut Muhammad Quraish Shihab isi dalam kandungan Alquran terbagi
menjadi tiga aspek utama yang didalamnya mengandung aspek yang penting dalam
kehidupan, yaitu Akidah, Syariah, serta Akhlak. Dalam ajaran islam, Boikot sendiri
berasal dari kata Majrur yang memilki arti menghalangi serta segala bentuk yang
membatasi. Selain itu, boikot juga berasal dari kata hajara serta mana’a yang
memiliki arti menolak, menghentikan, melarang serta mengaharamkan. Selain kata
mana’a boikot juga terdapat dalam kata yang memilki makna yang sama seperti

a’rada (berpaling), harrama (pengharaman) serta Naha (pelarangan).
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Konsep boikot dalam Islam adalah bentuk penolakan terhadap tindakan yang
tidak sesuai dengan syariah yang berlaku dalam ajaran islam. Perilaku boikot
ditemukan dalam beberapa pembahasan seperti muamalah, ekonomi, dan sosial.
Dalam perspektif Muamalah, boikot memiliki arti penolakan atau melarang segala
bentuk aktivitas manusia dalam urusan duniawi serta dalam bentuk harta dan benda.

Perilaku boikot akan terjadi apabila terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian
terhadap hukum yang berlaku dalam syariat Islam. Perilaku Boikot muamalah
merupakan perilaku boikot yang tergolong jenis boikot jasa serta perusahan ataupun
sebuah Lembaga, karena didalamnya terdapat bentuk perbuatan, interaksi, dan proses
ataupun pelayanan bagi orang lain yang biasa dilakukan oleh Perusahaan.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarangan segala bentuk makanan
ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi Ketika
sebuah Perusahaan yang mensponsori, menglolah, mendistribusikan bahkan
memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang
memang tidak sesuai dengan ajaran islam yang berlaku atau bertentangan dengan
segala bentuk syariah.

Pemboikotan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk dukungan terhadap
Palestina atas segala bentuk kejahatan yang dilakukan Israel, adapun Prinsip-prinsip
Hukum Ekonomi Syariah pemboikotan produk Pro Israel, yaitu:

1. Prinsip Tauhid
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia
menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan
“tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah

adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk
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pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah
pemilik hakiki.

Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai
ujian bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan
sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk
beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya
dengan alam dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan
kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan
mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan
bisnis. Dapat dikatakan bahwa prinsip tauhid adalah bagaimana manusia
menghadirkan tuhan dalam segala aktivitasnya sehingga manusia senantiasa
melakukan segala kegiatannya berdasarkan pada ajaran tuhan.

Kota Parepare yang menjadi lokasi penelitian terkait pemboikotan produk pro
Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina berdasarkan Fatwa
MUI No.83 Tahun 2023, masyarakat menerapkan Fatwa tersebut dalam aktifitas
membeli produk, memperhatikan produk yang dibeli dan berusaha semaksimal

mungkin untuk menghindari penggunaan produk Pro Israel.

2. Prinsip Keadilan
Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia
tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia
sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan

menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan
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manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adail dan baik.
Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil.

Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan
untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak
alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.
Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi
eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil
yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban
yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk
menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi,
keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan,
karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada
mereka yang membutuhkan.

Di antara pesan-pesan Alquran (sebagai sumber hukum Islam) adalah
penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/‘adl yang secara harfiyah
bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak
berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.

Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat
sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali
keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku
sewenang- wenang. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam

yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari
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risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan
dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebukan bahwa keadilan adalah sebagai nilai
utama dari tauhid.

Dalam hal aksi pemboikotan produk pro Israel di kota Parepare, masyarakat
melakukan aksi tersebut sebagai bentuk dukungan dan kepedulian terhadap
palestina karena yang menjadi korban dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan
oleh Israel yaitu warga sipil dari kalangan Bayi, anak-anak, perempuan dan orang
tua. Ini sejalan dengan prinsip keadilan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu
masyarakat melakukan aksi pemboikotan tersebut untuk melemahkan
perekonomian Israel karena sebagian besar Pendapatan mereka itu digunakan
untuk membeli segala jenis senjata untuk menyerang warga sipil Palestina maka
dari itu tujuan masyarakat melakukan aksi pemboikotan produk pro Israel agar
berhenti menyerang Palestina. Masyarakat juga mendukung Palestina dalam

bentuk zakat, infag dan sedekah.

3. Prinsip Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk
kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh
melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri
sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.35Keseimbangan
merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi
seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam
kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Surat Al-

Furgan:67)
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D G5 U5 T3 bl Tk 23 159,243 Tyl 15 Gl
Terjemahnya: dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka

tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan
perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Selanjutnya asas ini juga berhubungan eratdengan pengaturan hakmilik individu,
hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang
menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi, dalam
masyarakat maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut
baik dilakukan individu ataupun pihak penguasa.

Selanjutnya konsep ekonomi syariah menempatkan keseimbangan
(tawazun/equilibrium) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip
keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek, keseimbangan
antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan
kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

Adapun Pemboikotan Produk Pro lIsrael yang dilakukan masyarakat Kota
Parepare sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan terhadap Palestina korban bagi
warga sipil Palestina sudah hampir mencapai empat puluh ribu jiwa akibat

kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh israel.

4. Prinsip Ta’awun (Tolong menolong)*

* [JARAH, “Landasan Teori C. Hukum Ekonomi Syariah.” 2015. H. 13
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Prinsip ini memiliki arti saling membantu antar sesama manusia yang
diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan
ketakwaan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya sendiri namun membutuhkan bantuan orang lain. Dengan begitu, sikap
saling tolong menolong dibutuhkan untuk membantu meringankan beban satu
sama lain. Karena antara manusia saling membutuhkan, tidak ada seorang pun
manusia yang tidak membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka sangalah
tidak pantas bila seseorang memiliki sifat sombong dan merendahkan orang lain
karena merasa dirinya lebih mulia. Pada hakikatnya semua makhluk adalah yang
lemah.

Islam menekankan untuk senantiasa tolong menolong tidak peduli apa suku,
ras, dan agama seseorang. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana membantu
orang yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat latar belakang suku, ras,
maupun agamanya. Misalnya kisah kebaikan Rasulullah kepada wanita buta
Yahudi yang pada setiap hari selalu mencaci maki Rasulullah. Tolong menolong
merupakan kebiasaan mulia yang di bangun sebagai bentuk kepedulian terhadap
sesama manusia, Q.S Al- Maidah (2) tentang saling tolong menolong yang penting
untuk kita perhatikan, yang artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam
mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan
dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat
berat siksaan-Nya ”.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana tolong menolong dapat
menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada sesama, terutama kepada sesama

muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Dalam aktivitas ekonomi tolong
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menolong antar umat dalam bentuk shadagah, infaqg, zakat dll. Aktivitas tersebut
memiliki dampak positif yaitu dalam hal perbaikan ekonomi masyarakat, dimana
terjadinya pendistribusian pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik.
Hal ini juga dikatakan sebagai bentuk pengayoman kepada masyarakat ekonomi
lemah dengan cara berbagi sehingga terjadinya pemerataan pendapatan.

Prinsip Ta’awun dalam Pemboikotan produk pro Israel yaitu masyarakat
melakukan aksi tersebut untuk menekan perekonomian Israel agar berhenti

menyerang warga sipil palestina.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan, maka dapat diuraikan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare diterapkan
oleh masyarakat pada poin (2) ketentuan hukum, mendistribusikan Zakat, Infaq
untuk kepentingan perjuangan rakyat palestina. Pada poin (1) rekomendasi,
melakukan aksi penggalangan dana dan mendoakan untuk Palestina dan pada poin
(3) rekomendasi, masyarakat kota Parepare juga melakukan pemboikotan produk
pro Israel sebagai dukungan terhadap palestina. Berdasarkan penerapan fatwa
DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 di Kota Parepare ada tiga bentuk dukungan
masyarakat yaitu: infak, Moril dan boikot.

2. Bentuk dukungan Perjuangan Palestina melalui pemboikotan produk pro Israel di
Kota Parepare yaitu masyarakat berusaha semaksimal untuk menghindari membeli produk
pro lIsrael, harapan masyarakat dengan boikot ini agar perekonomian Israel melemah
dengan lemahnya perekonomiannya dana untuk membeli senjata juga berpengaruh
sehinga berhenti menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Pemboikotan ini juga
berdampak bagi Alfamart, Indomaret, KFC, Pizza Hut dan Penjual Campuran.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk pro Israel di kota
Parepare sesuai dengan prinsip tauhid, Prinsip Keadilan, Prinsip keseimbangan

dan Prinsip Ta ‘awun (tolong-menolong).
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B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian pemboikotan Produk pro Israel sebagai Bentuk
dukungan terhadap perjuangan palestina di Kota Parepare (kecamatan ujung dengan
kecamatan soreang) analisis hukum ekonomi syariah, maka saran yang dapat penulis
kemukakan yaitu:

Bagi masyarakat, terus bersuara dan mendukung perjuangan Palestina, baik
melalui media sosial dengan melawan narasi-narasi dari pihak Israel. Membantu
dalam penyaluran zakat, infagq dan sedekah. Memberi tau orang disekitar Kita tentang
sejarah al Aqgsa/palestina. Semaksimal mungkin ikutserta dalam pembebasan Al
Agsa/kemerdekaan Palestina sesuai dengan Profesi/kemampuan kita masing-masing.

Bagi Peneliti selanjutnya, dapat mengkaji lebih lanjut mengenai terkait
pemboikotan produk pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan

Palestina dalam bidang ekonomi syariah.
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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 83 Tahun 2023
Tentang
TENTANG HUKUM T PALESTINA

Lo, "i Y
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setebsh :
MENIMBANG a  Hahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palesting telah
yang

d. Bahwa & atas
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e B untuk ity Komisi Fatwa Majelis Ulama Indomesia
memandang  pertu fatwa tentang hukum

MENGINGAT 1. Ayat-ayat al-Quran :
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Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah logl dan
(setingga) ketaatan ity hanys semato-mata untuk Alleh fika
mercka berhenti (dori memuswhi kamu). moks tidok ade
permusuban (logi). kecuall terhadap oramg-orang yang zalim
(QS. ak-Bagarah [2]: 193)
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Dan janganiah komu membuct kerusckon & muka bumi,
sesudah (Allah) memperbarkinpa don berdookah kepada-Nya
dengan rasa takut (tidok akan diterima) dan barapan (akon
dikabutian) Sesungguhmys rahmot Allah emat dekat kepade
orang-orung yang berbwat baik. (QS. al-A'raf : 56)

b Ayat-ayat al-Quran tentang larangan membunuh sesama
manusia, di antaranya

S0 A pge b ot lias gy

kamu arong yang Aliah
(membunubmya), kecuall dengan suctu (alasan) yang bemar.”
(QS. alk-isra: 33)
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“Siopa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.
Dalasanmye adeloh (neroko) fahanam Dia kekal & dalomnya

Alloh  murke dan
boginya azab yung sangat besar * (QS. al-Nisa 93)
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“Dlech kurena itu. Kami menetopkan (sutu hukum) bagi Bami
Isroil bokwe siupe yung membunuh seseorang bukan karema
(orang yang didunuh itw) teloh membunwh oreng loin otou
karena tefoh bertwat kerusakan di bumi maka seokan-okan dia
teloh membunuh semua manusia ” (QS. al-Masdah 32)
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“[Yaitw) orang-orang yang diusir dori kampung holamannya.
tanpa alasan yang benar hamya karena mereka berkota, “Tuhan
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kamu mengetahut. (QS. Al-Taubah 47)
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2. Hadis Rasulullah Shallallabu Alaihi Wasallam, antara Lan

a. Hadis tentang larangan untuk berbuat kerusakan meskipun
dalam berperang harus menjunjung adab dan etika, antara
lain
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Dari Abu So'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudrf ra, sesungguhaya
Rasulullah 5  Dersabde Tidok boleh melokukon
yang dirt sendiri don

g foin”. (Hadits b aleh thau Majah dan

Daruquini serta selainnya dengan snad yang bersambung,
|uga dirtwayatkan oleh Imam Malik dalam Muw attho’ secara
mursal dart Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasubul-lah
aw, dia tdak menyebutkan Abu Sa'ld. Akan tetapl dia
memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagianaya atas
sebagian yang lain).

e Al e i Iy U i 5 Sl e i e
1l vy i Qo e s i o e pdild U ALy
i 18y 150 o 50 o raace % L % Gl G2

Ll Zamg Al ) 1yl tpaialy

Dart (Khalid bin Al Fizr), teloh menceritakan kepadaky [Anas
bin Malik|. bahwe Resululloh shallallahy ‘alaihi wasaliom

Rasulullah, don janganiah uh oramg tue, anak kecil,
dan wanita. Daw (dalom

don perang kafian
Ciptaken don  berbuatioh  kebaikan,

IS A e § SpBE s T
el ¥y LS ol Wy gl W Ll W gl ¥

| 13— iyl
Dari tbnu Abbas. ia berkata: Dahulu Resuluflah apebile

Allok, knlion ds jalan Allak melawan
siopa seja yamy berioku kafir terhadep Allch (maka)
Jonganioh kalian berkhianot, jongan pule mencurf horte
rampasan, jangen pulo mutslasi, kahan
membunuh amak anck dan jangan pula membunuh orang
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e

arang yang bevade & geveja-gereja otou tempat-tempat
ibadah,” [HR Ahmad].

Madis tentang larangan berbuat zalim terhadap orang lain.

antara kain

20 e U iy e W e W Joe; o o sea e
) e e A g Wl Sl R

“Barangdiapa mengamil sejenghn! tanak bumi yang bukan

haknya, niscaya di mkan i@ pada hart kamat sampai
ke dolam tujuh lapis bumt * (HR. Bukhari-Muslim)

JU s e U e S, O A s e

PRIFUPSCRIN AR RTINS X
. korena #u  odaleh
mendatangken kegelapan pade hari kiemet kelok” (MR
Muslim)

Hadis tentang bolehaya melskukan perlawanan terhadap
Ehak yang dan antara
in

e sl o 310 0 e A gy e e
oty Bk Lo Gedd QU5 MLl o gl i g
AV ) G § lehiais! Glaas glla) 2
gl Bk g g Ba0ts s Bis 10 55 1 Ludh

Fatwa MUI tentang Hwkum Dukungen Terhapa Perjuangan Palesting |6

Dari Abduliah bin Umor ra. berkats : Rasulullah sow:
bersabda. Seorang muslim saudars terhadap sesama muslim.
tidak mengantyayanyo dan tidak akan dibrarkon dioniaya
orang latn Dan siapa yang menyampaikun hajat soudaranya,
maka Allah aken meryampatkan hajatnya Dan siapo yang
mefapangkan kesusahan seorang muslim maks Allah akus
metapangkan kesukarunnys di hart qiyamat. dan saapa yeng
menutupl  aurot mustim moka  Afloh  akan
menutupinya d hari qiyamat (HR. Al-Bukhart dan Mushm)

3. Kaldah Fikih

prey

“Kemwdarotan itw harus dihidanghan ©

Sl 23 Aol a3l e J 22 L[ QREREE )
e

Jika ada beterapa kemasiahatan bertabrukan maka masiahat
yang lebik besar (lebih tinggi) harus didakubukon Dan jika oda
beberapa mafsadoh (bohaya. kerusokun) bertabrokan, make
yeng dipdih edaleh mafsedah yang paiing ringan

Akaly Lol e e s el
“Tindakan pemimpin [pemegong otoritas] terhodap rokyot
harus mengikuti kemasiahacan

A s e e MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama terkait kebolehan mendistribusikan zakat
kepada mustahik yang berada di tempat [ash, antara Lain

a Pendapat al-Sayysd al-Bakri dalam kitab l'anatu al-Thalibin,

e W e W Jpi U g W ek I e
TR TERL PR VNS YRR UPFR YRS URR TS
W U8 il e e g K el
A G A e el sid e S
) el llad o — Nl S § el a ] datiah

e
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2/187
DU il e S U g i, il

Pengareng buky memih pendopat yang membolehkan
pemindohan rakoc duri negora asalmyo

b Pendapat Zain bin Ibrahim bin Zain ben Sumaith dalam kitab

al-Tagrirat al-Sadidat. Darul Mirath Nabawi, 426
il e b G e S e ek ! B
Jlor canly chiee 1 5550 hyes fipe Py AN LY aaa 3
W Lacige o S Ve il e g aly B s
PELY
“imam Ibn Ujal berkata: Adu tige masalah yang difatwokun
dolam pendapat yung Udak populer (ghatr al-masyhwr) dalom
mazhod lmam Syafi'l. yaitu (df antarenya adeloh) Kebolehan
aokat poda sotu golongam soje, keboleban
‘membayor zokat satu persatu. kebolehan memindahkan zakat
dari tempat asolnya ke doerah linnya.
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Pendapat ulama tentang haramnya bermuamalsh dengan pehak
yang memerangi umat Islam. antara lain
a  pendapat lmam Nawawi dalam Syarah Shahih Musim 11/4¢

13 S e iy el ol abas e o Gpadedl panl udy
e Jal agte O alall Some ¥ S das Lo s Jhas, o
e Rl G 4 Opieainy Yy wip Ul Lot
“Teloh ijma’ atou sepokat selurwh umat Islom kehorusan
urusen dengan ahli zimmah dan lain-kin oramg kafir selogi
mana (urusaiago itu) tiduk jatuh dolom perkars haram Tetapé
umot Islam tidok boleh (harom) menjual senjota kepoda
musub Isiam yang sedong memerangs Islam. dan tidak bolek
Juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka ~

b Pendapat Sayyid ‘Abdur Rahman bin Mubammad bin Husain
bin Umar Ha ‘Alawt al-Madhrami dalam kitab Bughyatul
Mustarsysdin/ 260

o Sll il gy« M I ple ) ety & o Gls

Cpedlly . alally Golall gledl ly . Aisll Gubdly

Uslall o cenps sl Jlaaza¥ wladl 5 gy Adadally

Jika dia berpikir bahwe dic menggunakennys untuwk

keharaman, seperti sutra untuk ovang dewasa, anggur wntuk

mabuk, budok untuk omorclitas, senjata  wntuk

membegal/merampok dun kezaliman opwm gana dan pala
untuk dijadikan narkotika. moka semwa itu dikaramban

¢ Pendapat Sayysd Ramadhan al Buthi dalam fatwa fatwan

[ehayly RO ety L0 Lkl G Ut e
Sadall atah § 4 pleall alid R Sk g Sl 3 3y el
i, dea iyl e BB Al gglhy et D aa) R

52 = Josd

“Wajid ain untuk memboikot mokanon dam produk dageng
Amerika dan lsroel, koreno ini termasuk fihad yang modah
dilakukan bagl setiap orang Islam untuk menghodopt agnes:
dart lsroel *

d  Pendapat Ibau al-Hay) 3l Fasy al Malika dalam katab al Madhal
(11/78)

a

Jo B3 s QAN AW Ll Segh s U kY
e 1A% 51 Sl 02 Gaalil (s tgigs O D3 jim
LS 7B | 2 4737 3kt SO lad ghalt 5 sl

“Tidak masalah masaloh bagi kelangan Yohudi dan Nasrani
wntuk sendiri dan yong
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MENETAPKAN

Pertama

seagame dengonnyu sebagei bentuk pembunuhan secars
tecpisah Dan tidok masalah melarang mereka untuk menjuol
pada kaum mushmin dan melarang koum mushimin membets
produk mereka.”

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat
Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 H
bertepatan dengan tanggal 8 November 2023 M

Dengan bertawakical kepada Allah subhanabu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP
PERJUANGAN PALESTINA

Ketentuan Hukum

Mendukung perjuangan kemerdekasn Palestin
Israel hukumimya wajib

Dukungan sebagaimana disebutkan pada point (1) & atas
dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah
tingan perjuangsn rakyat Pakestina

atas agresi

~

Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada
mustahik yang berada di sekitar muzakia Dalam hal keadaan
darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh
didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih
jauby seperti untuk perjuangan Palestina

Mendukung agresi Israel terhadap Palesting atau pihak yang
mendukung Israel badk langsung maupun tidak langsung
hukumnya har

N
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Kedua ¢ Rekomendasi

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina,
sepertl gerakan menggalang dana  kemanusian  dan
perjuangan, doakan untuk ke gan, dan melakukan
shalat ghaib untuk para syuhada Palestina.

2. Pemerintah dumbau untuk mengambil langkah-langiah tegas
membantu perjuangan Palestina, seperti melalui  jabur
diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada
Israel, pengiriman bantuan kemanusioan, dan konsolidasi
negara-negara OK!I untuk meneckan Israel
menghentikan agres:

3. Umat Iskam dilmbau untuk semaksimal mungkin menghindari
transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan
Israel serta yang mendukung penjajahan dan glonisme.

Ketiga ¢ Ketentuan Penutup
1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, demgan
keetentuan jika di kemudian hart ternyata terdapat kekeliruan,
akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memeriukan dapat
mengetahuinya, menghimbau semua pihak  untuk
menyebarluaskan fatwa inl.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal - 24 Rabiul Akhir 1445 H
8 November 2023 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELES ULAMA INDONESIA
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Lampiran 2 ( Surat Izin Meneliti dari Kampus)




Lampiran 3 (Surat Izin Meneliti dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu

Pintu Kota Parepare)




Lampiran 4 (Pedoman Wawancara)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

_I FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

“an JL, Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

PAREPARE
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA . MULIADI

NIM :18.2200.044

FAKULTAS . SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL . PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL

SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN
TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA
BERDASARKANFATWA DSN MUI Nomor
83 Tahun 2023 DI KOTA PAREPARE
(ANALISISHUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA
A. Pedoman Wawancara Karyawan/pekerja KFC dan Pizza Hut sebagai
berikut:
1. Bagaimana tingkat konsumen yang datang ke tempat ini dari tahun sebelumnya
dengan saat ini? Apakah meningkat atau mengalami penurunan?

2. Bagaimana tingkat promo harga dari tahun sebelumnya dengan saat ini ?



3. Apakah pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat parepare
berdampak bagi tempat ini (KFC/Pizza Hut)?
B. Pedoman Wawancara Karyawan/pekerja AlfaMart dan Indomaret Sebagai
berikut:
1. Apa saja merk produk-produk yang paling banyak atau sering di beli
konsumen?
2. Apakah ada Promo harga terhadap produk-produk? merk Produk apa saja yang
melakukan Promo harga?
3. Bagaimana tingkat promo harga dari tahun sebelumnya dengan saat ini ?
4. Apakah ada produk yang mengalami penurunan minat beli oleh masyarakat?
5. Apakah pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat
parepare berdampak bagi tempat ini (Alfa Mart/Indomaret)?
C. Pedoman Wawancara Penjual Campuran (Eceran/grosir) Sebagai Berikut:
1. Apakah ada produk yang mengalami penurunan minat beli oleh masyarakat?
2. Apakah pemboikotan produk pro Israel yang dilakukan oleh masyarakat
parepare berdampak bagi tempat ini?
D. Pedoman Wawancara Masyarakat Sebagai berikut:
1. Apakah anda sudah tau adanya Fatwa MUI terkait dikungan terhadap
perjuangan palestina?
2. Apakah orang-orang disekitar anda sudah tau adanya Fatwa MUI terkait
dukungan terhadap perjuangan Palestina?
3. Apakah anda pernah membeli produk di KFC dan/atau Pizza Hut?
4. Apakah anda masih membeli produk di KFC dan/atau Pizza Hut saat ini?
5. Apa saja Produk-produk yang sering dibeli di Indomaret, alfamart dan/atau
Penjual Campuran (Eceran/Grosir)?
6. Apakah anda juga ikut memboikot produk pro Israel?
7. Apakah anda tau daftar produk-produk pro Israel?

8. Dimana anda mendapatkan informasi terkait daftar produk-produk pro Israel?



9. Apakah anda juga mengajak orang-orang di sekitar anda untuk memboikot
produk-produk pro Israel?

10. Kapan anda mulai memboikot produk pro Israel?

11. Apakah anda masih memboikot produk pro Israel sampai saat ini?

12. Apakah ada bentuk lain anda dalam mendukung perjuangan palestina selain
pemboikotan produk pro Israel?

13. Apa saja harapan atau tujuan anda dengan memboikot produk pro Israel?

Parepare, Rabu 13 Maret 2024

Mengetahui,-
Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping
Dr. H. Mahsyar, M.Ag Hj. Sunuwati, Le.,M.HI

19621231 199103 1 032 19721227 200501 2 004



Lampiran 5 (Dokumentasi)

Wawancara dengan Karyawan Alfa Mart Subair di Kecamatan Ujung, Parepare, 21
Juni 2024

Wawancara dengan Karyawan Indomaret Wahyu di Kecamatan Ujung, Parepare, 21
Juni 2024



Wawancara dengan Penjual Campuran Firdaus di Kecamatan Soreang, Parepare, 26
Juni 2024

Wawancara dengan Manager/Karyawan Pizza Hut, Haslan di Kecamatan

Ujung,Parepare, 26 Juni 2024

Wawancara dengan Manager/Karyawan KFC, Syainuddin di Kecamatan
Ujung,Parepare, 26 Juni 2024



Wawancara dengan Masyarakat, Fatmawati di kecamatan ujung, Parepare, 28 Juni
2024

Wawancara dengan Masyarakat, Rosana di Kecamatan Soreang, Parepare, 28 Juni
2024



Wawancara dengan Masyarakat, Ros di kecamatan ujung, Parepare, 28 Juni 2024

Wawancara dengan Masyarakat/Aktivis Kemanusiaan, Saiful Amir di kecamatan

ujung, Parepare, 12 Juli 2024



Lampiran 6 (Aplikasi No Thanks: untuk mengetahui Daftar Produk Pro Israel)

Selamat datang di

NO!

THANKS

Buat keputusan berdasarkan
informasi tentang produk yang
Anda beli

oOo

cOd
Daftar Berita Tentang Store




Daftar Boikot

Cari produk boikot berdasarkan nama

Merek, nama Produk, atau nomor
barcode.

e
Type a brand name Atau Pindai JlllllL

24S

3Musketeers
.2
::jodduct “‘4
S Gum S5 Star SAlive

/Days

7UP
7 ‘
= & €8> =
Daftar Berita Tentang Store



Lampiran 7 (Produk Pro Israel di Kota Parepare)

Y i o, o TR

n US MURAH
WITESS oo




Lampiran 8 (Surat Keterangan Telah Meneliti dari Penjual Campuran)




Lampiran 9 (Biografi Penulis)

BIOGRAFI PENULIS

MULIADI, lahir di Parepare pada tanggal 6 Januari 2000,
anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri
dari Bapak Ambo Tang dan Ibu Munira. Penulis memulai
pendidikannya di SD Muhammadiyah 1 Parepare dan lulus
pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan
pendidikannya di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada
tahun 2015. Setelah lulus di SMP, penulis kemudian
melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliya Negeri (MAN)
1 Parepare dan lulus pada tahun 2018. Kemudian
melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih
Fakultas Syariah dan IImu Hukum Islam, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).




